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PERANAN BADAN KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN DISIPLIN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
ROKAN HULU

ABSTRAK

RONI PASRAH
177321016

Penelitian ini. bertujuan Untuk rymengetahui, bagaimanakah Peranan Badan
Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin AnggotasDewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan mengetahui faktor-faktor Penghambat yang
mempengaruhi Peranan Badan K ehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, penelitian ini
berbentuk penelitian |apangan dengan cara survey olahan wawancara secara
Kualitatif, mengingat jumlah Informan yang tidak terlalu banyak maka peneliti
berupaya menemui sumber Informan dari Informan Kunci. berdasasarkan
Informan yang dijelaskan pada penelitian maka peneliti memperoleh data hasil
dari merumuskan wawancara dengan sifat terbuka dan wawancara mendalam
untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Untuk menganalisa data, dalam
hal ini data yang telah terkumpul dikelompokkan menurut jenis data masing-
masing kemudian disgjikan dalam bentuk narasi wawancara disgjikan berupa
naras wawancara, dan observas tersebut dianalisa secara Kualitatif berupa
deskriptif dalam bentuk penggambaran-penggambaran yang.terjadi dilapangan |,
yakni, dari hasil pembahasan 'yang. telah. dilakukan maka penulis merekap
kesimpulan dari 3.indikator yang mana 3 indikator yaitu Peran Aktif, Peran Pasif,
dan Peran Partisipatif yang tersimpulkan pada kategori Cukup Berperan.

Kata kunci : Peran, Badan Kehormatan, Disiplin Anggota DPRD



THE ROLE OF AGRICULTURAL AGENCY IN ENHANCING DISCIPLINE
OF THE PEOPLE'SREPRESENTATIVE MEMBERS OF THE REGION OF
ROKAN HULU DISTRICT

ABSTRACT

RONI PASRAH
177321016

This study aims to find .eut how the role of the Honorary Board in upholding the
discipline of members of the Regional House of Representatives of Rokan Hulu
Regency andto know the inhibiting factors that influence the role of the Honorary
Board in Enforcing Discipline of Members of the Rokan Hulu Regency
Representative Council. Qualitative survey processed interviews, considering the
number of informants is not too much, the researchers tried to meet the source of
informants from key informants. based on the informant described in the study,
the researcher obtained the results data from formulating interviews with open
nature and in-depth interviews to obtain more accurate information. To analyze
the data, in this'case the callected data are grouped according to the type of data
respectively then presented in.the form of interview narratives presented in the
form of interview narratives, and the observations are analyzed qualitatively in
the form of descriptive depictions that occur in the field, namely, from the results
the discussion that has been-done, the writer recaps conclusions from 3 indicators
which are 3 indicators namel y-Active Rale, Passive Role, and Participatory Role
which are concluded in the Good Enough category.

Keywords: Role, Honorary Board, Discipline of DPRD Members
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam konteks sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
membagi daerah indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil sesual
dengan pasal 18 undang-undang Dasar 1945 dikatakan melalui pasal 18 Negara
kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-dacrah provinsi dan daerah
provins tersebut dibagi atas Kabupaten dan Kota, dengan bentuk dan susunan
tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa atau Kelurahan.

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
pada aenia ke-lV dinyatakan bahwa untuk membentuk suatu Pemerintahan
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah indonesiakan untuk~ memgjukan. Kkesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemardekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan
Daerah provinsg itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.! Selanjutnya Daerah
kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan
dan/atau Desa.?

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah tentu memerlukan

pengorganisasian pemerintahan yang mampu mengikuti perkembangan zaman.

'Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1
2|bid. ayat 2
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Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat,
penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai kepelosok daerah dan desa

sesuai dengan kondis daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa negara

Urusan pemerintaha en adalah Urusan Pemerintahan yang
dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provins dan Daerah
kabupaten/kota. Dimana Urusan Pemerintahan Konkuren dibagi atas
urusan wajib dan urusan pilihan diantaranya yaitu :
a. Urusan Wagjib

- Pelayanan Dasar

a Pendidikan
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Kesehatan

Pekerjaan

umum dan penataan ruang

Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman

b.
C.
d.
e
f.
g.

- Energi dan sumbere
- Perdagangan
- Perindustrian
- Transmigrasi

3. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.®

3 |bid. Pasal 9 ayat 2



Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi
Pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktivitasnya dan untuk
itulah maka Pemerintah membentuk sistem administrass dan birokrasi dari
Pemerintah tingkat yang tertinggi_sampal_ketingkat Pemerintahan yang terendah
agar dapat memberikan pelayan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat
dalam fungsi pelayanan masyarekat|atau Publicservice.

Menurut Ndraha (2003:5) mengatakan bahwa Pemrintahan adalah suatu
sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tertentu
yang diperintah atas jasa publik dan pelayanan sipil, sedangkan pemerintah adalah
organ yang berwenang memproses pelayanan pubik dan kewajiban memproses
pelayanan sipil bagi setiap anggota melaui hubungan Pemerintah.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungs hakiki Pemerintahan dalam
menyel enggarakan Pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi yaitu:

1. Fungs Pelayanan.

2. Fungs Pemberdayaan

3. Fungs Pembangunan

Menyelenggarakan urusan_pemerintahan, pemerintah menyel enggarakan
sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat
Pemerintah atau wakil pemerintah didaerah atau dapat menugaskan kepada
pemerintah daerah dan atau pemerintah desa. Wewenang untuk mengatur dan
menyelenggarakan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah
pusat. Melainkan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik

secara teritorial maupun secara fungsional. Satuan pemerintahan yang lebih



rendah diserahi untuk mengatur dan menyelenggarakan sendiri  urusan
pemerintahan.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan-urusan wajib dan pilihan tersebut,
Pemerintahan Daerah juga harus berasaskan pada 3 (tiga) organ penyelenggaraan
pemerintahan yaitu Dekonsentrasi, Desentralisasi, tugas pembantuan. Penerapan 3
organ Pemerintahan berdasarkan-pada kebutuhan dan kewenangan masing-masing
satuan Pemerintahan. “ Dalam rangka pelaksanaan™ urusan wajib daaerah,
pemerintahan untuk mengadakan suatu program dan kegiatan masyarakat yang
berada didaerah program tersebut tidaklah terlepas dari tujuan utama diadakannya
otononi daerah yaitu untuk mewujudkan kesgahteraan yang sebesar-besarnya
bagi masyarakat yang ada didaerahnya.

Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia didalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia, anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
didalam pelaksanaannya tidak dapat dilepas dari.  penggunaan Azas
Penyelenggaraan Pemerintah didaerah, yaitu meliputi azas Desentralisasi, azas

Dekonsentrasi dan azas Tugas Pembantuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah, dan DPRD dibantu oleh Perangkat
Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas
penyelenggaraan pemerintahan negaraterdiri atas :

1. Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan
penyelenggara negara.



2. Tertib Penyelenggara Negara
Tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian
penyelenggara negara.

3. Kepentingan Umum
Asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan
umum-dengan carayang aspiratif,.akomodatif, dan selektif.

4. Keterbukaan
Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan _negara dengan /tetap memperhatikan perlindungan
atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.

5. " Proporsionalitas
Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan kesel mbangan
antara hak dan kewagjiban penyelenggara negara.

6. Profesionalitas
Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Akuntabilitas
Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

8. Efidsens
Asas yang berorientas ‘pada-minimalisasi penggunaan sumber daya
dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang

terbaik.
9. Efektivitas

Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Keadilan

Asas keadilan adalah bahwa setigp tindakan dalam penyelenggaraan
negara harus mencerminkan keadilan secara proporsiona bagi setiap
warga negara.

Penyelenggaraan otonomi daerah perlunya penyerahan, pelimpahan, dan
penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata untuk mempercepat
terwujudnya kesgahteraan masyarakat. Adapun tujuan utama dibentuknya
pemerintahan dalam menjalani kehidupannya secara wajar. Sehingga salah satu

dasar pemikiran pemimpin diibidang pemerintahan adalah mengelola daerahnya

sendiri dengan konsep otonomi, dan salah satu faktor yang mempengaruhi



pelaksanaan otonomi adalah dapat dilihat dari tingkat pemahaman pemimpin
terhadap konsep otonomi.

Dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otenomi dan-tugas pembantuan maka pemerintahan daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan dengan tujuan
meningkatkan  kesegjahteraan. .masyarakat; | pelayanan umum dan daya saing
daerah.* Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menurut undang-
undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.

Konsep pemikiran tentang otonomi daerah, mengandung pemaknaan
terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan
daserah. Pemikiran pertama, bahwa prinsp otonomi daaerah dengan
menggunakan prinsip otonemi seluas-luasnya, .artinya bahwa daerah diberikan
kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan
kesgjahteraan rakyet. Pemikiran kedua, bahwa prinsip. otonomi daerah dengan
menggunakan prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi
nyata adalah suatu prinsip bahwa" untuk. menangani urusan pemerintahan
dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah
ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi
dan kekhasan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat

dipusat pemerintahan sgja. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada

4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 10 ayat (1)



Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.
Pemerintahan daerah di indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
sistem pemerintahan nasinal, ha ini disebabkan karena pemerintahan daerah
merupakan sub sistem darisistem pemerintahan-nasional.> Menurut Kertapraja,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah
Kota memiliki Dewan Perwakilan, Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya
dipilih melaui pemilihan umum, mengenai Badan ‘Eksekutif Daerah ditegaskan,
bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebaga Kepaa
Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.
Pada Pemerintahan Daerah selain adanya unsur pemerintah daerah (kepala daerah
dan perangkat daerah) juga terdapat unsur Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang
dalam hal ini adalah DPRD sebagal unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah,
maka keberadaan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah dianggap sebagai
perwujudan dari nilai-nilal” demokres didaerah,-sebagal pencerminan dari asas
umum penyelenggaraan negara yakni “ Demokrasi”.® selanjutnya, sehubungan
dengan kelembagaan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di nyatakan oleh
wasistiono & wiyoso bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu
alat untuk mewujudkan nilai-nilai-Demokrasi.”.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, menegasi daerah sebagai daerah otonom. Daerah otonom selanjutnya
disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan urusan pemerintahan

SRahyunir Rauf, 2016. Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sstem Pemerintahan
Daerah, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru. HIm. 1

8lbid HIm. 3

"Ibid.



dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional. Akan tetapi keberhasilan pembangunan-daerah sangat ditentukan antara
lain oleh ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, baik sumber
daya aam, maupun sumber daya. manusia. Keberhasilan daerah dalam
mel aksanakan fungsi nya sangat ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia
yang menjalankan roda pemerintahan.®

Untuk memperlancar pelaksanaan jalannya pemerintahan didaerah, maka
di daerah dibentuk pemerintahan deerah. Pemerintahan Daerah menurut UU
Nomor 23 tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sesual
dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerahyang selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagal unsur penyelenggara pemerintahan
daerah. Oleh karena itu maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan di daerah mempunya peranan yang sangat
penting dalam menentukan jalannya pemerintahan daerah. Maka keberadaan
DPRD dalam sistem pemerintahan Daerah dianggap sebagai perwujudan dari
nilai-nilai demokrasi didaerah, sebagai pencerminan dari asas umum
penyelenggaraan negara yaitu demokrasi.

Selanjutnya sehubungan dengan kelembagaan dari DPRD dinyatakan

bahwa DPRD sebagai salah satu alat untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi.

8Widjaja, 2003. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Rgjawali Press, Jakarta. HIm.3
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Dalam perjalan panjang sistem pemerintahan daerah di Indonesia, sebagai posis
dan kedudukan dari DPRD secara kelembagaan telihat mengalami proses pasang
surut dari sisi fungsi dan keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hal ini.disebabkan rancang bangun.pemerintahan daerah
dalam sistem pemerintahan dacrah di  Indonesia adalah sebagai unsur
penyelenggara dari pendistribusian’kekuasaan eksekutif di daerah, DPRD bukan
menyel enggarakan pendistribusian kekuasaan legislatif dari DPR, sehingga DPRD
provins bukan bawahan dari DPR (bukan dalam bentuk hubungan hierarkis
antara DPR dengan DPRD) oleh karena itu DPRD. provins tidak bertanggung
jawab kepada DPR, dan DPRD kabupaten juga bukan bawahan dari DPRD
Provins (bukan dalam bentuk hubungan hierarkis) oleh karena itu DPRD
kabupaten/kota tidak bertanggung jawab kepada DPRD provinsi.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tenmtang Pemerintahan
Daerah dinyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partal politik
peserta pemilihan umum yang dipilih mealui pemilihan umum. DPRD
kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota
yang berkedudukan sebagai .unsur, penyelenggara Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota. Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah
kabupaten/kota.

Salah Satu aat kelengkapan DPR dan DPRD adalah Badan Kehormatan
yang merupakan lembaga baru di parlemen di Indonesia, awalnya Badan
Kehormatan di DPR dan DPRD pada periode sebelumnya diberi nama ”"Dewan

Kehormatan” yang tidak bersifat tetap dan hanya dibentuk bila terdapat kasus dan
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disepakati untuk menuntaskan suatu kasus yang menimpa anggota DPR dan

DPRD. Tepat pada Periode 2004-2009, Badan Kehormatan di Indonesia didisain

sebagal alat kelengkapan yang bersifat tetap, artinya Badan Kehormatan

Sgjalan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 aat kelengkapan
DPRD juga di jelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, aat kelengkapan itu diantaranya ;

®Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Dagrah Pasal 163



NoghkhwdE

12

Pimpinan DPRD

Badan musyawarah;

Komisi;

Bapemperda;

Badan anggaran;

Badan kehermatan; dan

Alat kelengkapan lain.yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat
paripurna.’

Dalan menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat

dan dapat dibantu olehtim pakar atau tim ahli/'Ketentuan mengenai tata cara

pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD

kabupaten/kotadiatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Adapun Tuges Badan Kehormatan dalam menjalankan perannya tersebut

diatur sesual dengan peraturan perundang-undangan yakni :

1.

Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan mora para Anggota
DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan
kode etik DPRD;

Meneliti dengan-Pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap
peraturan tata tertib.dan kode etik. DPRD serta sumpah/janji;
Melakukan Penyelidikan, verifikas dan Klarifikas atas pengaduan
Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;

Menyampalkan kesimpulan atas hasil Penyelidikan, Verifikasi dan
Klarifikas rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD pada Rapat
Paripurna DPRD

Untuk Melaksanakan Tugasnya  sebagaimana dimaksud Badan

Kehormatan Berwewenang :

1.

Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode
etik dan/ atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan

kelarifikas atau pengaduan pelanggaran yang dilakukan.

19Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Pasal 31
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2. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/ atau pihak-pihak lain yang

terkait, termasuk untuk memintan dokumen atau bukti lain.

3. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar

kode etik dan/ atau peraturan tatatertib.

Dalam melaksanakan wewenang,tugas dan kewajibannya, anggota DPRD
wajib menaati kode etik DPRD-yang di- attr’ delam Peraturan Tata Tertib. Dimana
kode etik' DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebaga acuan kinerja
anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik tersebut meliputi
norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan Etik atau
Filosopidengan peraturan sikap, perilaku,tata kerjatata hubungan antar Lembaga
Pemerintahan Daerah dan antar anggota serta antara Anggota DPRD dengan pihak
lain mengenal hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh
anggota DPRD.

Arti penting Keberadaan BK ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan
mengingat era Reformasi berbeda dengan era sebelumnya di zaman Orde Baru,
banyak anggota dewan setelah terpilin menjadi. anggota legidatif, bekerja
seenaknya tanpa ada orang lain_yang memperdulikan, apalagi mengawasinya,
misalnya jarang berdinas sebagai anggota Dewan dan jarang menghadiri sidang
atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan
dengan kepentingan konstituennya, yang dalam hal ini adalah rakyat. selain itu
juga dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, mengingat
banyak anggota dewan (DPRD) setelah terpilih menjadi anggota legidlatif. Dari

realitas yang ada tak jarang anggota legidatif tersebut masuk kantor hanya



14

sekadar mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di
tempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legidlatif di mata
publik.

Mekanisme pembentukan keanggotaan Badan.. Kehormatan telah
ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD kabupaten Rokan Hulu nomor 1

Tahun 2018 pasal 56 ayat (3) dan-ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

(3) Anggota. Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna
berdasarkan usul dari setiap fraksi;

(4) Setiap fraks berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan
K ehormatan

Daam agenda pembentukan Alat Kelengkapan DPRD, dibentuklah
Badan Kehormatan sebagal salah satu Alat Kelengkapan. Pembentukannya
dilakukan dalam rapat paripurna. Berdasarkan ketentuan diates, setiap fraksi
berhak mengusulkan 1 (satu): erang calon anggota Badan Kehormatan yang akan

dipilih dan ditetapkan menjadi anggota Badan K ehormatan.

Berdasarkan pasal 55 ayat (1) hurup b angka 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota disebutkan DPRD
kabupaten/K ota yang beranggotakan 35 (tiga puluh [ima) orang sampa dengan 50

(lima puluh) orang anggota Badan Kehormatannya berjumlah 5 (lima) orang.

Anggota DPRD kabupaten Rokan Hulu periode 2014-2019 berjumlah 45
(empat puluh lima) orang, maka anggota Badan Kehormatannya berjumlah 5

(lima) orang. DPRD kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 8 (delapan) fraksi, yaitu :
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1. Fraks Demokrat

2. Fraksi Golkar

3. Fraks PDI Perjuangan

dalam rapat paripurna tersebut, sela a dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil
Ketua dari dan oleh anggota Badan Kehormatan terpilih, hasil pemilihan tersebut
kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan sebagai pimpinan dan anggota

Badan Kehormatan yang ditandatangani oleh Ketua DPRD.
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Fungsi Badan Kehormatan DPR menjadi penting sebagai penegakan Kode
Etik Anggota DPRD sesua dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah. Pentingnya Fungs Badan Kehormatan DPR
menjadi dasar dilakukan penelitian yang_bertumpuh pada. masalah bagaimana
fungs badan kehormatan terhadep penegakan kode etik dalam meningkatkan
pertanggungjawaban Anggota BPRD.

Selanjutnya dalam peningkatan pertanggung jawaban tidak terlepas dari
yang namanya Disiplin, kedisiplinan anggota DPRD perlu ditegakkan untuk
memaksimalkan pelaksanan tugas selaku wakil rakyat. "Karena tanpa disiplin
kemungkinan sulit untuk mencapai hasil maksimal dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pengemban amanah rakyat,"

Disiplin _menurut Hasibuan adalah suatu sikap menghormati dan
menghargai suatu peraturan, yang berlaku, bak, secara tertulis maupun tidak
tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak menolak untuk menerima sanksi-
sanksi apabila diamelanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

Saat ini peran Badan Kehormatan kembali dipertanyakan, terutama stelah
banyak anggota Dewan dalam berbagai “kasus, akibatnya, terjadi krisis moral
maupun integritas yang kian parah dalam lembaga tersebutmapun perwakilan itu.
Oleh karena itulah kiranya perlu dikaji bagaimana wewenang Badan Kehormatan
DPRD kendaa-kendala dan upaya Badan Kehormatan sebagai alat Kelengkapan
DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik

DPRD.
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Berikut beberapa bentuk Pelanggaran yang penulis temukan berdasarkan
pra survey berupa pengaduan pengaduan yang disampaikan kepada Badan
Kehormatan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Peiode 2014-2019 dan langkah yang
dilaksanakan Badan Kehormatan Terhadap..Pengaduan tersebut yaitu sebagai
berikut :

Tabel 1.1 Pelanggaran Etik 'yang terjadi di Badan Kehormatan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu

No | Waktu Pelanggaran Jenis Pelanggaran

1 Tanggal 21 Oktober | Surat Peringatan Pertama Nomor 003/F.
2014 PG/X/2014 yang di keluarkan Fraksi Golkar
Kepada Sdr. H. Sari Antoni, SH anggota
fraks partai Golkar DPRD Kabupaten Rokan
Hulu yang ditembuskan kepada Badan
Kehormatan.

2 Tanggal 21 Desember | Anggota DPRD dari Frakss Nasdem Sdr.
2015 Teddy Mirza Dal " tersangkut Persoalan
Hukum dan, telah mempunyai kekuatan
hukum-, ‘tetap, - terakhir-~dengan putusan
Mahkamah Agung RI Nomor : 2096 K/ Pid.
Sus/ LH/2015.

3 Tanggal 11 Oktober | Pengaduan Keberatan Fraksi-fraksi : Nurani
2016 Sejahtera, . PPP,  Golkar, Gerindra dan
Demokrat-atas Pemberitaan di media online
Judul Dberita : “ Ngapain Studi Banding,
Panggil Ketua Osis SMA selesai Tatibnya”
yang disampaikan oleh saudara Alpasirin, S.
IP., M. IP anggota fraksi Nasdem Kabupaten
Rokan Hulu

Sumber : Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rokan Hulu
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Dari beberapa data yang penulis uraian diatas maka penulis merumuskan
beberapa permasalahan-permasalahan ataupun fenomena-fenomena yang ada

berdasarkan pra survey, yang bisa penulis uraikan sebagai berikut :

adanya surat

an tugas pada

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu”.

1.2 Batasan Masalah
Penelitian ini hanya memfokuskan pada Peranan Badan Kehormatan
Daam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rokan Hulu, yang dibatasi pada Periode 2014-2019.
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1.3 Perumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang masalah dan gejala-gejala diatas, maka

penulis merumuskan yang menjadi masalah penelitian ini adalah :

Dalam  Menegakkan

5‘\‘ .9

¢

14

Daerah Kabupaten Rokan Hulu

2. Kegunaan Penelitian
a  Akademik yaitu Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi
dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin mendliti hal

yang sama.
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b. Teoritis yatu penditian yang diharapkan dapat memacu

pengembangan ilmu pemerintahan, minimal dapat memperkaya

inventaris hasil-hasil penelitian bidang pemerintahan.

pahan masukan bagi

. \\'\“ .Hg ‘

jota Dewan
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KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

punyai  kegiatan

(state), peabat

orang akan jasa public dan layanan civil.
Menurut Syafiie ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelgjari

bagaimana melaksnakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang

1L C. F Strong dalam Drs. Inu Kencana Syafiie, 2011. Iimu Pemerintahan, M.Si, Himm. 31)
12 Opcit. HIm. 16, Samuel Edwar, HIm 32
13 Opcit. HIm. 16, Ndraha, 2011. HIm. 7
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legislasi,eksekutif, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar

lembagaserta antar yang memerintah dengan yang diperintah.*

Menurut Poelje mendefeniskan ilmu pemerintahn sebaga  ilmu

yaitu : ada dua pihak yang terh memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang

terkandung, kedua pihak terkandung, kedua pihak tersebutsebut saling memiliki

0Opcit. 8

150pcit

160pcit. Labobo. HIm. 2

Opcit. Gaffar

8Rasyid. dalam Labolo 2011. HIm. 19
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hubungan, pihak yang memerintatah memiliki wewenang, dan pihak yang
diperintah memiliki ketaatan.®

Menurut Surbakti istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya,

dimana pemerintahan menyangkut tugas dan.kewenangan, sedangkan pemerintah
merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan Negara
Kemudian istilah pemerintahanitu Sendiri pengeritannya dapat dikaji atau ditinjau
dari tiga aspek :

a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala
kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaul atan
dan berlandaskan pada dasar Negara.

b. Ditinjau dari aspek structural fungsional, pemerintahan mengandung
arti seperangkat fungsi Negara, yang saiu Sama lain saling
berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas
dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara.

c. Ditinjau dari aspek. . tugas . dan. kewenangan Negara, maka
pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.

Sedangkan menurut Ndraha pemerintah.memiliki duafungsi dasar yaitu :

a Fungs primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi
pemerintahan sebagai provider jasajasa public yang tidak dapat
diprivatisasikan termasuk jasa Hamkam, layanan civil dan layanan
birokrasi.

b. Fungs sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai
provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa
yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak

berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.?:

19 oc. Cit.HIm 16 Syafiie, 2011. HIm. 20
20| oc. Cit. HIm. 168
2L Op. Cit Ndraha, 79
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Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam

menyel enggarakan pemerintah terbagi tigafungs yaitu :

a. Fungs pembangunan

pemerintahan
ang berfungsi

i masyarakat.

2.1.2 AzasPenyeenggaraan Pemerintahan

Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pesiden Republik Indonesia Yang

Memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sebagai mana

2 Yusri Munaf, 2016. Hukum Administrasi Negara, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, Riau.
HIim. 47



25

yang dimaksud Undang-undang dasar 1945, sedangkan Pemerintahan Daerah
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip .etonomi seluas-luasnya _dalam sistim .dan prinsip Negara
K esatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.%
Maka dapat diketahui_bahwa pemerintahan daerah merupakan :
1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan
2. Disdenggarakan olen unsur Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi
daerah dan tugas pembantuan.
4. Dengan senantiasa memperhatikan prinsip otonomi seluas-luasnya
5. Daam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

6. Dengan mendasarkan pelaksanaanya pada Undang-Undang Dasar
Negara K esatuan Republik Indonesia tahun 1945

Secara umum pemerintahan dapat diartikan sebagai  kegiatan
penyelenggaraan Negara guna. memberikan pelayanan dan perlindungan bagi
segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, -memobilisas semua
sumberdaya yang diperlukan serta membina hubungan baik dalam lingkungan
Negara ataupun Negara lain. Pemerintahan ini menyangkut kekuasaan dalam
bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.>*

Daam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada beberapa
asas. Adapun asas-asas tersebut meliputi :

a  Asas otonomi adalah suatu kemandirian atau kebebasan daerah untuk

mengatur dan mengurus sendiri dan menyelenggarakan urusan

% | oc. Cit. HIm.3
24 Soehino, 2002. Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Y ogyakarta, Liberty, him.61
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kepentingannya berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspiras
masyarakat daerah. Asas otonomi ini jugamasih dibagi 2 (dua) yaitu :

1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan

3. Urusan yang meningkatkan efesiensi dan efektif pelayanan yang
langsung memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.
4. Urusan yang tidak bersifat strategis nasional dan urusan yang tidak

memerlukan keseragaman nasional .?®

% Pasal 1 angka 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
% |bid, angka 9.
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2.1.3 Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa kepala daerah, dan DPRD

dibantu oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah

berpedoman pada asas penyel enggaraan pemerintahan negaraterdiri aias :

11

10.

Kepastian Hukum, «asas dalam negara hukum yang mengutamakan
landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan
dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Tertib Penyelenggara Negara, tertib penyelenggara negara
merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan
keseimbangan dalam pengendalian penyel enggara negara.
Kepentingan Umum, asas tersebut merupakan asas yang
mendahulukan kesgjahteraan umum dengan cara yang aspiratif,
akomodatif, dan selektif.

Keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan negara.dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.
Proporsionalitas, asas proporsionalitas  adalah asas yang
mengutamakan ~ keseimbangan antara  hak+ dan kewajiban
penyelenggara negara.

Profesionalitas, asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan
dan hasil ekhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagal
pemegang kedaulatan tertinggi . negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Efisens, asas yang berorientas pada minimalisasi penggunaan
sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasi
kerjayang terbaik.

Efektivitas, asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan
berdaya guna.

Keadilan, asas keadilan adalah bahwa setigp tindakan dalam
penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara
proporsional bagi setiap warga negara.?’

27 Loc. Cit. HIm.3
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2.1.4 Teori Fungs Pemerintahan

Menurut Ndraha fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas

yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda

pemerintahan, pemerintah mempunyai tigafungsi yatu :

a

Fungs pengaturan, fungs pengaturan ini dilakukan pemerintah
dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur
hubungan dalam ~masyarakat. Karena masyarakat menghendaki
adanya aturan.dan tatanan yang disepakati. oleh semua pihak. Dalam
hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan
peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

Fungss pemberdayaan, dalam fungs ini pemerintah dibebani
kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan
pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga
dilakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih
berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya
cukup tangguh dan berbobot.

Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup
beragam, dengan adanya fungsi.ini-diharapkan pemerintah akan dapat
mewujudkan kehidupan yang |ebih baik bagi rakyatnya.?®

Selain itu menurut Ndraha pemerintah memiliki duafungsi dasar yaitu :

1

Fungsi primer (pelayanan)

Fungs primer adalah fungsi pemerintah sebagal provider jasa-jasa
public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam,
layanan civil dalayanan birokrasi.

Fungs sekunder (pemberdayaan)
Fungsi sekunder (pemberdayaan) adalah dungsi pemerintah sebagai

provider kebutuhan dan tuntutan yag diperintah akan barang dan jasa
yangmereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan
tidak berdaya (powerless) termasuk penyediaan dan pembangunan
sarana prasarana.?®

Selanjutnya Rasyid berpendapat bahwa fungsi-fungs pemerintahan

adalah:

2 Op. Cit.75
2 Op. Cit, 25
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1. Fungs pengaturan
Fungs pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi denga
segala bentuknya dimaksudnkan sebagai usaha untuk menciptakan
kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya
berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik
diberbagal kehidupan masyarakat.

2. Fungs pelayanan
Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh
warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam
masyarakat.

3." Fungs pemberdayaan
Fungs pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat

sehingga menci ptakan kemakmuran dalam masyarakat.

4. Fungs pembangunan
Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan

akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan
pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang
dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut
untuk secara mandiri menncukupi kebutuhannya.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangat
penting dalam menjalankan- fungs pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan.
Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan

yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

2.1.5 Teori Kebijakan Pemerintah
Kebijakan (policy) berbeda dengan kebijaksanaan (wisdom) karena
kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah sedangkan kebijaksanaan
adal ah bagaimana penyel enggaraan pemerintahan oleh berbagal pejabat daerah.
Kebijakan pemerintah merupakan pembuatan keputusan peraturan

pemerintah yang memiliki karakteristik khusus selain karakteristik umum ialah
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bahwa peraturan pemerintah hanya berupa (regeling) atau kombinasi antara
peraturan dan penetapan (beschicking).

Dalam melaksanakan tugas pelayanan public saat ini  menunjukan
perkembangan paradigm baru;-hal_ini dilihat.semakin berkembang tuntutan dan
kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public, perkembangan tersebut
membawa pengaruh perubahan, pada sikap 'dan, prilaku aparat pemerintah dalam
menyelenggarakan fungsi-fungs pelayanan public,” pandangan inilah yang
menjadi dasar pemikiran penulis bahwa aparat pemerintah semakiin dituntut
untuk mampu memb erikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai
dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Selain daripada itu menurut ada beberapa model yang dipergunakan dalam
pembuatan kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut :

a. Modd dit, yaitu, pembentukan kebijakan pemerintah hanya berada
pada bagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa.

b. Mode kelompok, berlainan dengan model €lit yang dikuasai oleh
kelompok tertentu yang berkuasa, maka model ini terdapat beberapa
kel ompok kepentingan yang saling berebutan mencari posisi dominan.

c. Model kelembagaan, yaitu model kelembagaan pemerintah.

d. Model proses, model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai
daari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahan kebijakan,
pel aksanaan dan evaluasinya.

e. Mode rasiadisme, model ini bermaksud untuk mencapai tujuan secara
efisian, dengan demikian model ini segala sesuatu dirangcang dengan
tepat dan meningkatkan hasil bersihnya.

f. Model sistem, model ini beranjak dari memperhatikan desakan
desakan lingkungan antara lain berisi tuntutan, dukungan , hambatan,
tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan dan
lain-lain yang mempengaruhi kebijakan politk.*

Menurut pendapat Fiedrich kebijakan adalah arah tindakan yang

diusulkakn oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu

%0 Op. Cit, Syafiie 2005. HIm.146
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sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan
dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran serta
maksud tertentu.®!

Soebakti _bahwa kebijakan Negara merupakan bagian keputusan politik
yang berupa program prilaku untuk mencapal tujuan masyarakat Negara. Jadi,
kebijakan public sebgal tindakan:yang dilakukan oleh pemerintah, dan kebijakan
public sebagal keputusan pemerintah yang mencapai tujuan tertentu.

Menurut Boediardjo kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang
diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan
dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yanag membuat

kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakkannya.*

2.1.6 Organisas

Selanjutnya, kiranya perlu kita ketahui pengertian dari organisas serta
batasannya, organisasi adalah setigp bentuk persekutuan antara dua orang atau
lebih yang bekerjasama serta secara terikat dalam rangka suatu tujuan yang yang
ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang
disebut pimpinan dan sekelompok orang yang disebut bawahan. Pengawasan ialah
proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar
semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang

telah ditentukan sebelumnya.

8 Fiedrich , dalam Wibawa 2011. Kebijakan Pemerintahan. HIm.2
32 Op.cit. Soerbakti dalam Wibawa 2011, HIm. 190
3 Op. Cit. Budiardjo, HIm.20



32

Senada dengan itu, organisasi dapat juga diartikan sebagai suatu System
yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan
berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan.

Menurut_Robbins dan-Judge, organisasi adalah unis sosial yang secara
sadar di koordinasikan, terdiri dari 2 orang atau lebih yang berfungsi secara relatif
berkelanjutan untuk mencapai- tujuan:-bersama atau serangkaian tujuan (dalam
Wibowo, 2013:1).**

Menurut Kreitner dan Kinicki organisasi adalah suatu sistem yang
dikoordinasikan secara sadar dari aktivitas 2 orang atau lebih (dalam Wibowo,
2013:1).

Sedangkan menurut Greenberg dan Baron (2003:3) berpendapat bahwa
organisas adalah sistem sosia yang terstruktur terdiri dari kelompok dan individu
bekerjasama untuk mencapai-beberapa sasaran yang disepakati.*

Siagian mendefinisikan organisasi sebagai setigp bentuk persekutuan
antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan secara formal terikat dalam
rangka suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana
terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan sekelompok
orang yang disebut bawahan (dalam zulkifli, 1986; 41).%

Sedangkan menurut Sufian (2005:13) yaitu bahwa organisasi merupakan
wadah atau wahana, kegiatan orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai

tujuan.

34 Wibowo, 2013 perilaku dalam organisasi, him 1
35 Greenberg dan Baron ,2003 Behavior in Organization International Edition, him 3
36 zulkifli, 1986 organisasi, him 41
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Memperhatikan penjelasan diatas, telah jelas bahwa setiap organisasi itu
dibentuk haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas yang telah ditetapkan
seedlumnya. Jadi organisasi itu merupakan wadah bagi masyarakat (pemerintah)
untuk berkumpul.dan melaksanakan suatu_aktivitas untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya.

Jadi, organisasi sebagai- wadah ‘kegiatan manusia adalah alat untuk
pencapaian tujuan yang bermacam-macam. Karena beranekaragam macamnya
tujuan itu, maka beraneka macam pula bentuk dan susunan organisas tersebuit.

Organisasi bukanlah sekedar kumpulan orang dan sekedar pembagian
kerja, karena pembagian kerja hanyalah salah saiu azaz organisasi. Untuk
pengertian organisasi yang berarti pembagian kerja lebih. tepat dinamakan
pengorganisasian. Dalam ensiklopedi administrasi, pengorganisasian diartikan
sebagal rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah suatu
atau segenap kegiatan usaha yang harus dilaksanakan untuk menetapkan dan

menyusun jalinan hubungan kerja.

2.1.7 Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam
suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal.
Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam

perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.
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Sumberdaya manusia kini makin berperan besar bagi kesuksesan suatu
organisasi. Makin banyak organisasi menyadari bahwa unsur manusia dalam suatu
organisas dapat memberikan keuunggulan bersaing.

Maka menurut Kusdyah, (2007:1)Mereka membuat sasaran, strategi,
inovasi, dan mencapa tujuan organisasi. Oleh karena itu Sumberdaya manusia
merupakan salah satu unsur yang-paling vital bagi organisasi.’

Masih mangjemen menurut Handoko (1996:6) manaemen sumberdaya
manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan
pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pemberian kompensasi,
pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumberdaya manusia agar tercapai
berbagai tujuanindividu, organisasi dan masyarakat.®

Menurut Hasibuan, (2000:10) MSDM adalah ilmu dan seni mengatur
hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujunya
tujuan perusahaan, keryawan, dan masyarakat.®

Menurut “Indah” Puji (2014:13) MSDM adalah sebuah ilmu dan seni
mengatur hubungan serta peranan tenaga kerja.*

Menurut Marihot, *(2002:30), ‘mangemen sumber daya manusia
didefiniskan sebagal aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan,
memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi.*

Maksud hal mengatakan bahwa sumber daya manusia dengan keseluruhan

penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas, policy, dan pemeliharaan dalam

37K usdyah, 2007 manajemen sumber daya manusia, him 1
%8Handoko,1996 Manajemen Persoalan Dan Sumber Daya Manusia, him 6
39 Hasibuan, 2000 manajemen sumber daya manusia, him 10

40| ndah Puji, 2014 Buku Praktis Mengembangkan SDM, him 13

41 Marihot, 2002 manajemen sumber daya manusia, him 30
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usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan dan efektivitas
organisas dengan cara yang secara etis dan sosial dapat dipertanggung jawabkan.

Aktivitas berarti melakukan berbaga kegiatan seperti perencanaan,
pengorgani sasi an,« pengawasan;.. pengarahan,~analisis jabatan, rekrutmen dan
sebagainya. secara etimologi mangemen sumber daya manusia merupakan
penggabungan dua konsep yang: secara maknawiyah memiliki pengertian yang
berbeda. Kedua konsep adalah manajemen dan sumberdaya manusia

Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dibedakan kedalam dua
kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber
daya manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagal anggota didalam
organisas yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sumber daya manusia
adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang
meliputi potensl fisk dansnon fisik. Sedangkan sumberdaya manusia dalam
konteks organisasi publik dipahami sebagali potens manusiawi yang melekat
keberadaannya pada seorang pegawai yang terdiri atas potens fisik dan potensi
non fisik.

Sumberdaya non manusia terdiri atas sumber daya alam, modal, mesin,
teknologi, material dan lain-lain. Kedua kategori sumber daya tersebut sama-sama
pentingnya, tetapisumber daya manusia merupakan faktor dominan, karena satu-
satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, karsa, kebutuhan,
pengetahuan, dan keterampilan,motivasi, karya dan prestasi dan lain sebagainya.

Mangjemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang managjemen yang

khusus mempelgjari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan.



36

Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manusia yang merupakan tenaga
kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari Mangemen
Sumber Daya Manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga
kerja manusia sgja:

Pada prinsipnya, sumber daya manusia adlah satu-satunya sumber daya
yang menetukan organisas.. ~Qrganisasi: yang. memiliki tujuan yang bagus
dilengkapi fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa sumber daya
manusia yang baik, kemungkinan sulit mencapal tujuannya. Sumber daya manusia
di pahami sebagal kekuatan yang bersumber pada potens manusia yang ada
didalam suatu organisasi, dan merupakan modal dasar organisasiuntuk melakukan
aktivitas dalammencapal tujuan.

Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan faktor terpenting
dalam sebuah organisasi, /tanpa adanya sumber daya manusia maka akan
berkurang efektifnya kinerja dari sebuah organisasi. Tetapi sumber daya manusia
juga perlu dilatih agar ebih terampil dalam melakukan fungsi didalam job-nya.

Agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat memberikan kontribusi
yang maksimal terhadap keberhasilan organisasi, maka agenda penting bagi
pimpinan organisass dan khususnya diviss sumber daya manusia adalah
mengidentifikasi atribut atau kualifikasi yang relevan dengan arah visi dan misi
organisasi.

Banyak faktor yang menyebabkan sumber daya manusia memiliki kinerja
unggul, sehingga mampu mendorong kberhasilan organisasi. Faktor-faktor yang

dapat menentukan terhadap kinerja individu dalam berbagai literatur misalnya :
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motivasi kerja, kepuasan kerja, desin pekerjaan, komitmen, kepemimpinan,
partisipasi, fungsi-fungsi mangemen, kejelasan arah karier, kompetensi, budaya
organisasi, sistem penghargaan, dan mungkin masih banyak lagi dari berbagai

faktor-faktor yang

suatu kantor yang sudah dik eh karena peran yang dimaksud disini
menyangkut suatu jabatan ini berisikan seperangkat tugas, wewenang, hak,
kewgjiban dan tanggung jaawab yang | azimnya dalam suatu organisasi
formil semuaini tersimpul dalam suatu uraian pekerjaan (job description),
maka setiap organisasi formil pada umumnya berusaha mengembangkan
suatu job description untuk menjelaskan secara lebih terperinci tentang
tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab kepada masing-masing orang
yang telah ditentukan untuk menduduki jabatan tersebut.

42 Ndraha, Taliziduhu, 1985, Peranan Administras pemerintahan desa dalam pembangunan,
HIm.53
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Pandangan peran yang lebih luas bisa dilihat seperti berikut ini :

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa alokasi peran hanyalah sebuah
solusi untuk masalah yang cocok dengan kapasitas manusia dan sumber daya
yang tersedia untuk pekerjaan-atau fungsi.yang harus dicapai. Inilah sebabnya
mengapa akses ke peran dalam sistem sosia diatur dengan kepemilikan
kualifikas tertentu. Namun, ini. bukan prases yang sepenuhnya objektif, bahwa
faktor kekuasaan, poitik, dan kesempatan beroperasi. Peran dalam organisasi
formal ditentukan oleh aturan-aturan atau perjanjian-perjanjian yang mengikat
pada instansi formal tersebut, sedangkan peran dalam organisasi informal
ditentukan oleh kekuatan fisik dan bakat yang dia miliki.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan Peran adalah orang
yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang
diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat™.*>

Kata “peran” diambil dari istilah teater dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari kelompok-kelompok masyarakat. Arti peran adalah bagian yang
kita mainkan pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan
diri kita dengan keadaan.**

Peran dapat diartikan sebagal orientasi dan konsep dari bagian yang

dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang

4 http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi menurut.html, selasa,2 mei
2017, 11:08 Wib.

“Wolfman, Brunetta R. 1992. Peran Kaum Wanita, Y ogyakarta, Kanisius, him.10
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pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berprilaku sesuai harapan orang
atau lingkungannya.*®

Kemudian teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam

studi perilaku dic dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu
melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan. *°

Peran adalah proses. dinamis- kedudukan (status). Apabila seseorang

melaksanakan hak dan kewagjibannya sesuai dengan kedudukannya, dia
menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah
untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan
karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. 4/

Yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan

dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu.*®

Peranan mencakup tiga hal yaitu :

a.  Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini
merupakan rangkaian peraturan-peraturan - yang membimbing
seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan
oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagal perilaku individu yang penting
bagi struktur sosial masyarakat.*®

“Riyadi, 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam
Mewujudkan Otonomi Daerah, Jakarta, Gramedia.him.138

“Bauer, Jeffrey C. 2003. Role Ambiguity and Role Clarity, Clermont: A Comparison of Attitudes
in Germany and the United States,Soekanto, Soerjono. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta :
Edis Baru Rgjawali Pers, him.55

47 Soekanto, Soerjono, 2009. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Edis Baru Rajawali Pers,
him.212-213

“ Loc. Cit
49 Op Cit. Levinson, 2009. him.213
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Peran bisa dikelompokan sebagai antarpersonal, interpersonal, dan
pengambilan keputusan.

a. Peran Antarpersonal

Semua mangjer diharuskan mel akukan-tugas-tugas terkait seremonial dan
bbersifat simbolis. Sebagal contoh, ketika rector perguruan tinggi memberikan
Ijazah sarjana pada acara wisudaatau seorang pengawas pabrik menjadi pemandu
tur pabrik untuk sekelompok murid sekolah menengah, ia berperan sebagai tokoh
utama (figurehead). Semua manaer memiliki peran kepemimpinan. Peran ini
mencakup perekrutan, pelatiahan, pemberian motivasi, dan pendisiplinan
karyawan. Peran ketiga dalam pengelompokan antarpersona adalah peran
penghubung. Mintzberg mendeskripsikan aktivitas ini- sebagai-hubungan dengan
individu luar yang memberikan informasi kepada manajer tersebut. Individu luar
tersebut mungkin adalah individu atau kelompok di dalam atau di |uar organisasi.
Manajer penjualan yang mendapatkan informasi dari manajer pengedalian kualitas
di perusahaannya sendiri mempunya kerja sama hubungan internal. Ketika
manajer penjualan tersebut berhubungan dengan eksekutit penjualan lain melalui
sebuah asosias perdagangan pemasaran,.da mempunyai suatu kerja sama
hubungan eksternal.

b. Peran Informasional

Semua manajer, sampa pada tingkat tertentu, mengumpulkan informasi
dari organisasi-organisasi dan institus luar. Biasanya, mereka mendapatkan
infformasi dengan membaca majalah dan berkomunikasi dengan individu lain

untuk mempelgari perubahan selera masyarakat, apa yang mungkin direncanakan
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oleh para pesaing, dan semacamnya. Mintzberg menyebut hal ini sebagai peran

pemantau. Para managjer juga bertindak sebagai penyalur untuk meneruskan

informasi ini kepada anggota organisasional. Hal ini disebut sebagai peran

1

4
| ¥
oy
|~

E\‘Ei\;iﬁ

<

=

Peran aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok
karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok,
seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya.

Peran Partisipatif
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Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kel ompok

kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat

berguna bagi kelompok itu sendiri.

keberlangsungan.>®
Peranan sebagai “sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang

menempati suatu posisi dalam masyarakat.>

%0 Loc. Cit, Soekanto, 2001. Sosiologi sebagai pengantar, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
him.243

51 Loc. Cit, Dougherty & Pritchard tahun 1985. him.56
52 Merton dalam Raho, 2007. Teori Sosiologi Modern,Jakarta, Pustaka Karya, him.67
53 Soegiman, 1990. www.landasanteori.com, (diakses 10 Mei2017)
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Peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan
kewajiban atau disebut subyektif.>

Dalam kamus bahasa Inggris, peranan (role) dimaknai sebagai tugas atau
pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang pada
batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan-perbuatan orang lain.
Dimana peranan mencakup 3 hal :

a. Peran meliputi norma-norma yang dibuthkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakai. Peranan dalam arti ini
merupakan rangkaian peranan yang membimbing seseorang dalam
kehidupan kemasyarakatan.

b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagal perilaku individu atau penting
bagi struktur sosial masyaraka.

Sehingga dapat dinilai lebih lanjut peranan. dinyatakan oleh Soekanto
mengemukakan bahwa Peranan. adalah role yang merupakan aspek dinamis
kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya
sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan

antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

5 Slamet Margono, 1985. Mahasiswa dalam Pembangunan, Peranan mahasiswa kuliah kerja
nyata dalam pembangunan pedesaan dan perubahan sosial, Lampung, Universitas Lampung,
him.15

SSAstrid S. Susanto, 1979. Komunikasi Sosial di lindonesia , Bandung Bina cipta, him. 94

%6John M. Echlos, 2000. http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi

menurut.html (diakses 10 Mei 2017)
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Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang
lain dan sebaliknya. Tak ada peran tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa

peranan.®’
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publik me

berkepentin
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seorang atau

q‘ N standar yang telah ditentukan,
sedangkan menurut Hakim (200 “' an kinerja sebagai hasil kerja yang
dicapa oleh individu dalam suatu perusahaan pada periode waktu tertentu, yang
dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan
dimanaindividu tersebut bekerja.

Agus Dwiyanto, dkk. mengemukakan pentingnya memahami atau

melakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang

5" Rauf, 2016. HIm. 17
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sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu
organisasi dalam mencapai misinya.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dijelaskan bahwa kinerja berhubungan
dengan bagaimana melakukan. suatu pekerjaan dan menyempurnakan hasil
pekerjaan berdasarkan tanggung jawab namun tetap mentaati segala peraturan-
peraturan, moral maupun etika, Sejdan dengan pengertian diates, Bernardin dan
Rusell (1993:379) menyebutkan bahwa : “Performance is defined as the record of
out comes product on a specified job function or activity during a specified
period*. (Kinerja merupakan tingkat pencapaian/rekor produksi akhir pada suatu
aktivitas organisas atau fungsi kerja khusus selama periode tertentu).

Konsep dasar kinerja (the basic conceptions of performance) dapat
dilakukan pendekatan melalui the engineering approach defines performancedan
the economic ‘marketplace~approace. Kinerja, menurut Engineering approach
diartikan sebagal rasio (perbandingan) antara sumber daya yang digunakan (input)
dengan standar  unit-unit kerja yang dihasilkan. Sedangkan the economic
marketplace approach. berkaitan dengan tingkat. produks yang dihasilkan,
disesuaikan dengan penggunaan sumber daya tertentu (Widodo; 2001,207).%8

Dari beberapa pendapat pakar tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa kinerja adalah hasil seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi
yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam
periode waktu tertentu dan dilakukan secara legal, tidak melanggar hukum serta

sesuai dengan moral dan etika.

58 Widodo; 2001 Impementasi Kebijakan, him 207
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Dalam konteks DPRD maka kinerja merupakan pelaksanaan Fungsi,
Tugas dan Wewenang, serta Hak yang diberikan kepada anggota dan/atau DPRD
pada priode tertentu. Sebagi wakil rakyat DPRD harus dapat memperhatikan,
menampung, menyalurkan dan.memperjuangkan aspiras rakyat yang diwakili.
Sedangkan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan didaerah maka DPRD
harus dapat melaksanakan . fungsinya baik .fungsi legislasi, anggaran dan
pengawasan, bekerja sama dengan kepala daerah untuk mewujudkan cita-cita
otonomi daerah yakni “ meningkatnya kesejahteraan masyarakat*.

David Apter (Pengantar Analisa Politik, 1985) berpendapat bahwa fungsi
pertama Badan Legilatif dalam semua sistem demokras adalah mewakili rakyat,
dan fungs kedua adalah membuat undang-undang atas nama mereka (rakyat).
Dalam konteks Indonesia, fungs lembaga legislatif di daerah (DPRD) secara
eksplisit dituangkan dalam-Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yakni fungs  legidatif, fungs anggaran dan fungsi
pengawasan. Dua fungsi (legislas dan anggaran) menempatkan hubungan
kekuasaan secara horisontal antara DPRD dan Kepala daerah, sedangkan fungsi
pengawasan menempatkan “hubungan” kekuasaan yang vertikal di mana DPRD
diberi wewenang untuk mengontrol pelaksanaan tugas-tugas eksekutif dalam
menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan di daerah.

Fungsi legisas merupakan kewenangan membentuk Peraturan daerah
(Perda). Implementasi fungsi ini baik DPRD maupun Kepala Daerah diberi hak

untuk mengajukan rancangan Perda guna dibahas dan mendapatkan persetujuan
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bersama antara DPRD dan Kepala Daerah. Dalam prakteknya, sangat jarang
ditemuai DPRD menggunakan hak inisiatifnya mengajukan usul Rencana Perda
sebagai bentuk tanggungjawabnya mewakili rakyat menata kehidupan bersama
dalam penyel enggaraan otonomi.darerah.

Fungsi anggaran merupakan kewenangan DPRD untuk menetapkan APBD
bersama kepala daerah. Pelaksanaan fungsi, ini dalam bentuk pembahasan
Rancangan APBD bersama Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan
bersama sehingga melahirkan produk dalam bentuk APBD. Fungs ini merupaka
bagian dari kebijakan publik yang di desain dalam bentuk program-program
pembangunan dengan pembiayaan APBD yang diarahkan dalam rangka
menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat di daerah. Rancangan APBD ini selalu
berasal dari pihak pemerintah (eksekutif) dan belum pernah ditemui usulan yang
berasal dari DPRD.

Fungs pengawasan adalah kewenangan untuk melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang
dilaksanakan pemerintah daerah. Secara empirik fungsi ini dijalankan pada aras
pragmatis dan masih jauh dari .substansi . pengawasan itu sendiri. Pengawasan
(kontrol) pihak DPRD terhadap kebijakan pemerintah hanya mencapai tingkat
out-put suatu program dan hampir sulit bagi para anggota DPRD untuk dapat
melakukan analisis kinerja dari suatu program hingga pada taraf out-come bahkan

benefit maupun impact.
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2. Pengukuran kinerja.

Bagi organisas pelayanan publik, Informasi mengenai kinerja tentu sangat
berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu
memenuhi harapan dan memuaskan penggunajasa. Dengan.melakukan penilaian
terhadap kinerja hisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Informasi
mengenal Kinerja juga penting. agar 'dapat 'menciptakan tekanan kepada pejabat
penyelenggara pelayanan dalam melakukan perubahan-perubahan organisasi.
Dengan adanya informasi mengenai kinerja maka benchmarking dengan mudah
dilakukan dan dorongan untuk memperbaiki Kinerja bisa diciptakan (Agus
Dwiyanto, dkk, 2002:45).>°

Dalam melakukan penilaian kinerja birokrasi publik itu diperlukan
indikator-indikator. Melalui indikator-indikator tersebut, ukuran kinerja birokrasi
publik menjadi jelas. Mengikuti pendapat Dwiyanto (2002 :48-49), ada 5 (lima)
indikator untuk mengukur kinerja birokras publik yakni : Produksivitas, Kualitas
Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.

Mirip dengan pendapat tersebut Lenvine mengusulkan 3 (tiga) kriteria
untuk mengukur kinerja organisasi publik;.yaitu : Responsivenees, responsibility
dan accountabiliy (dalam Dwiyanto, 1995:7) Selain dari pada itu menurut
Kumorotomo, sebagai mana dikutif oleh Dwiyanto (2002:500) dalam menilai
kinerja organisasi pelayanan publik mengunakan 4 (empat) kriteria yaitu :

Efisens, Efektifitas, Keadilan dan Daya Tanggap.

>Dwiyanto Agus, dkk, 2002 Pemerintah yang Baik, Tanggap, Efisien, dan Akuntabel, Kontrol
atau Etika, Seminar Forum Kebijakan Publik, him 45
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Selim dan Woodward dalam Nasucha (2004:108) mengemukakan bahwa

adalimadasar yang bisa dijadikan indikator kinerja sektor publik antaralain :

1) Pelayanan, yang menunjukkan seberapa besar pelayanan yang

Negara Republik Indonesia (LAN. RI, 1999:7) berpendapat bahwa indikator
kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan

80K eban, Yeremisias T. 1995. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah : pendekatan Manajemen dan
Kebijakan, Makalah disgjikan pada seminar sehari , hal 6-7
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mempertimbangkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil
(outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impact).

Seperti diketahui bahwa harapan, tujuan dan mis utama kehadiran
organisas publik-adalah untuk..memenuhi_dan melindungi. kepentingan publik.
Namun_demikian masih terdapat keanekaragaman para pakar dalam menentukan
indikator keberhasilan kinerja.organisasi: publik, sebagai mana disebut diatas.
Dwiyanto (1995:1) telah mengemukakan kesulitan dalam pengukuran kinerja
organisas publik :

“Kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi publik sebagian muncul
karena tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya sangat
kabur, tetapi juga bersifat multidemensional. Organisas. publik memiliki
stakeholders yang jauh lebih kompleks ketimbang organisasi swasta
Stakeholders organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang
berbenturan antara satu sama lain*.

Akibat masih sulitnya menentukan kriteria kinerja organisas publik maka
. organisasi publik dikatakan dapat berhasil apabila mampu mewujudkan tujuan
dan misinya dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan publik itu sendiri.

Dari kutipan-kutipan diatas, dapat dilihat bahwa untuk menilai kinerja
birokrasi publik /organisaspublikibirokrasi-pelayanan publik dapat digunakan
berbagal indikator. Dengan kata lain kinerja organisasi publik itu dapat dilihat dari
berbagal perspektif yang bervariasi. Berbaga indikator atau parameter pada
dasarnya berangkat dari dua hal, yiatu dari segi pemberi pelayanan (aparat) dan
dari pengguna jasa. Kinerja merupakan konsef yang disusun dari berbagai
Indikator, yang sangat bervariass sesua dengan fokus dan konteks

penggunaannya.
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Mengutip pendapat Dwiyanto (2002:500) dan beberapa pakar yang
disesuaikan dengan konteks penggunaannya maka indikator yang dipakai dalam

mengukur kinerja DPRD Kabupaten Rokan Hulu periode 2009-2014 adalah

produktivitas

an mempunyai

salah satu indikator kinerjayang penting.

Melalui konsep produktivitas tersebut diatas, dapat dipergunakan untuk
mengukur seberapa jauh hasil kerjalkinerja DPRD Kabupaten Rokan Hulu
mel aksanakan; fungs legislasi (pembentukan perda) khususnya yang berasal dari
DPRD, fungsi anggaran (pembentukan perda dan pembahasan APBD) sertafungsi

pengawasan terhadap jalannya pemerintah daerah berdasarkan peraturan
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perundang-undangan yang berlaku. Produk pelaksanaan fungsi  legislasi
(pembentukan peraturan daerah), fungsi anggaran ( pembentukan perda dan

pembahasan APBD) dan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan

esej ahteraan ang berpedoman pada

<> Vipepuet® ", i
.’-

kemampuan
nyusun agenda
ogram-program

as masyarakat.

dan menyelenggarakan pelayanan secaraikhlas.

3. Lenvinne daam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:175)
responsivitas ini mengukur daya tanggap terhadap harapan, keinginan,
aspirasi sertatuntutan.

Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kerja karena

responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik
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menjalankan misi dan tujuannnya, terutama untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan
antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan
kegagalan organisasi dalam mewujudkan _misi dan tujuan organisasi publik.
Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki
kinerja yang jelek pula. Meldui. indiketor ini dapat dipergunakan untuk mengukur
kinerja DPRD Kabupten Rokan Hulu dalam menyel araskan aspirasi masyarakat
dengan program-program pelayanan publik (program-program) pemerintah daerah
yang disalurkan melalui fungs legeslasi, anggaran dan pengawasan. Utamanya
DPRD harus responsif dan dapat menselaraskan hubun gan simbiose mutualistis
antara tiga sektor yaitu; Pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk
membangun dan melaksanakan otonomi daerah.

c. Akuntabilites.

Beberapa konsep akuntabilitas, antaralain sebagai berikut :

1. Menutut Dwiyanto (2002) Akuntabilitas publik menunjukkan pada
seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisas publik tunduk pada
para pejabat politik yang dipilth.rakyat. Asumsinya adalah bahwa para
pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya
akan selalu meresprentasikan kepentingan rakyat.

2. Akuntabilitas menurut Suherman (2007) yaitu berfungsinya seluruh
komponen penggerak jalannya kegiatan sesuai dengan tugas dan

kewenangannya masing-masing.
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3. Menurut Mardiasmo (2004) Akuntabilitas adalah kewajiban pihak
pemegang amanah untuk memberikan  pertanggungjawaban,
mengajukan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan
kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi
amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut.

Konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar
kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak
masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran
internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti
pencapaian target. Kinerja sebaiknya dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-
nilac dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Melalui Indikator ini
(akuntabilitas) dapat dipergunakan untuk mengukur seberapajauh kinerja DPRD
Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan fungsi-fungsinya secara konsisten untuk
memperjuangkan aspirasi masyarakat pemilih karena; anggota DPRD merupakan
respersentasi wakil masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu)
sedangkan pada sisi lain DPRD adalah sebagal unsur penyelenggara pemerintah

daerah bersama-sama kepala daerah.

2.1.10 Konsep, Wewenang dan Hak DPRD

a. Tinjauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Seperti diketahui bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten

dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya
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dipilih melalui pemilihan umum . Ini berarti dalam penyel enggaraan pemerintahan
daerah juga mengikut sertakan seluruh rakyat untuk mewujudkan demokrasi dan

demokratisasi di daerah melalui wakil wakilnya di DPRD. Hal itu merupakan

pyebutkan “DPRD

AN

undangan yang 2 inkan | aan-| ksanaan itu. Dapat

dikatakan bahwa ia merupakan badan yang m pyang menyangkut

itu kepada DPRD diberikan fungsi, tugas, kewenangan dan kewajiban dalam UU
No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan bahwa DPRD

bersama pemerintah daerah adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
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daerah.5! DPRD berkedudukan sebagai mitra sgjgjar dengan Kepala Daerah dalam
melaksanakan fungsinya masing masing.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa : *
DPRD merupakanembaga perwakilan rakayatyang berada.didaerah dan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah *. Sebagal lembaga perwakilan rakyat
yang anggotanya dipilih _meaui’ ‘pemilihan umum maka DPRD harus
memperhatikan, menyerap aspirasi masyarakat, mengagregasl kepentingan rakyat,
dan memperjuangkan aspiras masyarakat dalam proses berpemerintahan dan
bernegara. Sedangkan sebagal Unsur Penyelenggra Pemerintahan Daerah maka
DPRD berkedudukan sebagai mitra sgjgar dengan Kepala Daerah. Dan dalam
mel aksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak DPRD. berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerapan Ketiga fungs legislasi,
fungs anggaran, dan fungs . pengawasan, terkesan kurang berfungsi hal ini
disebabkan oleh beberapafaktor diantaranya adalah :

1. Aktor kelembagaan DPRD

2. Faktor sistem pertanggungjawaban Kepala Daerah

3. Faktor keterbatasan Anggaran, karena anggaran DPRD ditentukan

oleh Kepala Daerah.

4. Faktor kualitas sumberdaya manusia anggota DPRD

5. 1klim politik yang ‘selama ini- lebih ebih menonjolkan peranan

eksekutif

6. Kebijakan pemerintah yang banyak berorientas meredamkan kontrol

sosial melalui pengibirin peranan DPRD

7. Faktor keterbatasan kualitas ranan eksekutif.®2

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan

8lRahyunir Rauf, 2016. Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan
Daerah, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru Riau, HIm. 186
62 1bid
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rakyat daerah dan berkedudukans sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berfungs sebagai legislas,

anggaran, dan pengawasan.
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bupati/wali kota.
Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 152
dilaksanakan dengan cara:
a.  membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota

berdasarkan RKPD:;
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b. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD

kabupaten/kota;

c. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan

APBD kabupaten/kota, dan

d. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

Fungs pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf
¢ diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

a. pelaksanaan Perda K abupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;

b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang

terkait dengan penyelenggaraan PemerintahanDaerah kabupaten/kota;

c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan.

Menggunakan model desentralisas berkeseimbangan, perlu ada perubahan
pembagian peran antara Kepala Daerah dan DPRD. Saah satu perubahannya
adalah mengenal fungsl pengaturan yang selama ini-lebih banyak didominasi oleh
Kepaa Daerah padahal fungsi tersebut, seharusnya lebih banyak mmenjadi ranah
DPRD, sehingga tercapai prinsip Check and Balances, antara kepala daerah dan
DPRD. Daam penyusunan peraturan daerah anggota DPRD harus lebih banyak
berperan sebagai ide dan gagasan sesuai kedudukannya sebagai insan politik.
Anggota DPRD tidak dituntut untuk sesuai kedudukannya sebagai insan politik.

Anggota DPRD tidak dituntut untuk menguasai secara teknis materi dan bahasa
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hukum dalam peraturan daerah, karena ha ini dapat di serahkan kepada ahli
dalam bidangnya masing-masing.

Praktek pemerintahan daerah yang ada seringkali menggambarkan
bagai mana para anggota DPRD.sibuk menyusun peraturan daerah sampai pada hal
yang sangat rinci dan substantif, tanpa didasari dengan keahlian yang cukup.

DPRD. sebagal |lembaga palitik-dan’ anggota DPRD sebagal insan politik
sudah selayaknya bermain pada ranah politik, yakni memilih aternatif terbaik
bagi masyarakat dari berbagai alternatif yang tersedia.®®

Fungst DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan
pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance ). Fungs yang melekat
pada DPRD.memberikan kewenangan dan tugas bagi DPRD untuk
menyelenggarakan pemerintahan bersama kepala daerah berdasarkan prinsip
saling mengimbangi cheks~and balance, dengan, demikian-akan meningkatkan
kepercayaan masyarakat kepada lembaga perwakilan rakyat yang merupakan
repersentase dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Mengenai fungs DPRD,
menurut Sanit (1985:252) mengatakan bahwa aktifitas DPRD bertujuan untuk
menjalankan fungsi sebagal berikut :

1. Fungs perwakilan , melalui fungsi ini badan legislatif membuat
kebijakan atas nama anggota masyarakat yang secara keseluruhan
terwakili dalam lembaga tersebut. Dalam hal ini DPRD bertindak
sebagal pelindung kepentingan dan penyalur aspiras masyarakat yang

diwakilinya.

& Ibid him. 187
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2. Fungs perundang-undangan, memungkinkan badan legisatif sebagai
wakil rakyat menuangkan kepentingan dan aspirasi aggota masyarakat

kedalam kebijaksanaan formal dalam bentuk undang-undang.

pel aksanaannya

gi daerah yang

Fungsi pembuatan undang-undang dan peraturan daerah: Fungsi ini
merupakan fungsi utama DPRD sebagai badan legidlatif. Melalui
fungs ini pembuat undang-undang dapat menunjukan warna dan
karakter kualitas baik secara materiil maupun secara fungsional

DPRD.
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4. Fungs debat: Melalui fungs debat dan perdebatan yaitu jika baik
anggota DPR maupun DPRD dengan pihak eksekutif di refleksikan
secara nyata kemampuan, integritas, rasa tanggung jawab,
kenasionalan dari setiap anggota-DPR dan DPRD tersebut sebagai
suatu lembaga yang hidup dan dinamis.

5. Fungs representatif;-Maksud ‘dari; fungs representatif adalah bahwa
anggota DPRD harus bertindak dan berperilaku sebagai represant
(wakil) untuk setiap tindak tanduknya dan seluruh kegiatan tersebut
dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD.

Selanjutnya menururt Budiarjo dan Ambong (1995:151) peranan DPR dan

DPRD yang paling penting adalah:

1. Menentukan policy (kebijaksanaan yang membuat undang-undang),
untuk itu DPR atau DPRD diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan
amandemen terhadap rancangan undang-undang atau rancangan
peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah serta hak budget.

2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga semua tindakan
eksekutif sesual“dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk
menyelenggarakan tugas ini badan perwakilan rakyat diberi hak-hak
kontrol khusus.

Kemudian menurut Max Boboy (Baskoro, 2005:31) lembaga perwakilan

atau elemen mempunya fungs yaitu:Fungsi perundang-undangan ialah fungsi

membuat undang-undang.
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1. Fungs pengawasan ialah fungs untuk melakukan pengawasan
terhadap eksekutif. Aktualisasi fungsi ini, lembaga perwakilan diberi

hak meminta keterangan (interpelasi), hak mengadakan penyelidikan

en pahan (amandemen),

.“?‘ ‘ .’a schagainya.
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UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
diantaranya telah mengatur 3 (tiga) fungsi DPRD yakni:
1. Fungs legislas (Pembentukan Peraturan Daerah).
Untuk penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah
membentuk Peraturan Daerah (Perda), dalam pelaksanaannya DPRD

membahas bersama kepala dearah dan menyetujui atau tidak menyetujui
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atas Rancangan Peraturan Daerah, selanjutnya mengajukan ususl
Rancangan Peraturan Daerah dan menyusun program pembentukan
Peraturan Daerah bersama kepal a daerah.
2. Fungsi-anggaran.
Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk mendapat
persetujuan bersama _terhadap - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digjukan oleh
kepala daerah. Fungs anggaran tersebut dilaksanakan dengan cara : 1)
membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plapon
Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), 2) membahas Raperda APBD,
3) membahas Raperda tentang perubahan APBD, dan 4) membahas
Raperda tentang Pertanggungj awaban pel aksanaan APBD.
3. Fungs Pengawasan.
Fungs pengawasan diwujudkan dakam bentuk pengawasan terhadap : 1)
pel aksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, 2) pelaksanaan
peraturan perundang-undangan lain.yang terkait dengan penyelenggaraan
pemerintah daerah dan, 3) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa K euangan (BPK).
Ketiga fungs tersebut diatas dijalankan dalam kerangka respersentas
rakyat didaerah dan untuk melaksanakan fungs tersebut DPRD diberikan tugas

dan wewenang.
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a.  Tugasdan Wewenang DPRD

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah

telah mengatur tugas dan wewenang DPRD sebagai berikut :

1.

&

Membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama kepal a daerah.
Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) tentang APBD, yang diajukan oleh kepala daerah.

M elaksanakan pengawasan terhadap Perda dan pelaksanaan APBD.
Untuk DPRD provinsi mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian
gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapat
pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian. Sedangkan untuk
DPRD  kabupaten/kota, = mengusulkan  pengangkatan  dan
pemberhentian bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur
sebagal wakil jpemerintah pusat  untuk mendapatan pengesahan,
pengangkatan dan pemberhentian.

Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

Memberi persetujuan  terhadap. kerja sama internasiona yang
dilakukan oleh pemerintah daerah.

Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Memberi persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain

atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
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Hak DPRD dan Hak Serta Anggota DPRD

Untuk menjalan fungsi, tugas dan wewenang maka DPRD diberikan hak :

1.

anggota DPRD memiliki hak dan kewaji

Hak interpelasi; adalah Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada

perundang-

pan sebagai berikut.

Anggota DPRD mempunyai hak :

1.

2.

mengaj ukan rancangan Peraturan Daerah;
mengaj ukan pertanyaan;
menyampaikan usul dan pendapat;

memilih dan dipilih;
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membeladiri;

imunitas;

mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;

menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan
kerja secara berkala;

menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;

dan
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11. memberi pertanggungjawaban secara moral dan poltis kepada

konstituen di daerah pemilihannya.

Fungsi,Tugas dan Wewenang serta Hak DPRDdan hak serta kewajiban
Anggota DPRD tersebut diatas.diberikan kepada DPRD maupun anggota DPRD
sebagal instrument DPRD untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

Menurut Budiardjo (1993 : 16), kedudukan fungsi dan hak yang melekat
pada DPRD, telah menempatkan DPRD sebagai lembaga yang penting dalam
mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DPRD menjaankan tugas
dibidang Legidlatif sebagai badan perwakilan, berkewajiban menampung aspirasi
dan memaj ukan kesgj ahtraan rakyat.

Dimensi yang positif dari penguatan lembaga legislatif daerah adalah
DPRD akan lebih aktif didalam menangkap aspirasi yang-berkembang dalam
masyarakat, kemudian mengadopsinya dalam berbaga bentuk kebijakan publik di
daerah bersama-sama Kepala Daerah. Hal itu ditegaskan dengan pemberian hak-
hak yang sangat |uas kepada DPRD (Wasistiono.2003 : 20).

Sehubungan dengan'itu DPRD ‘sebagai wakil rakyat di daerah dalam gerak
dinamisnya akan dapat menyalurkan keinginan rakyat yang tentunya tercermin
melalui kebijaksanaan daerah atau peraturan daerah. Kebijakan Daerah yang
dimaksud adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan dan pedoman dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah,
keputusan kepala daerah, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No 20 tahun 2001).
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Dari beberapa tugas yang telah diuraikan diatas, sangat terlihat jelas begitu

luasnya kewenangan yang dimiliki DPRD. Hal ini semakin memberikan peluang

dan kesempatan yang lebih besar kepada masing-masing anggota dewan untuk

Ath

e,
O

2
RHNAEN

negara

6. Pertanggungjawaban yang professional

7. Anaisisetis (jujur, objektif, adaptatif).
Melaui fungsi perumusan kebijakan daerah dalam bentuk pembuatan
peraturan daerah, DPRD menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya baik

secara material maupun secara fungsional .Jumlah dan mutu peraturan daerah yang
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dihasilkan DPRD itu menjadi ukuran kemampuan DPRD dalam menjaankan
fungsinya serta menjamin eksistensinya sebagai |lembaga yang membawa aspirasi
masyarakat.

Hal tersebut semakin memperkuat_poesisi DPRD dalam kedudukannya
sebagal lembaga legidatif di daerah.Dan diantara fungsi badan legislatif, yang
paling penting adalah menentukan police (kebijaksanaan) dalam membuat suatu
undang-undang, untuk” itu Dewan Perwakilan Rakyat di beri hak inisiatif
(Budiarjdo, 1993 :183).

Secara _umum perlu dilakukan peningkatan kinerja DPRD dalam
menjalankan fungsl pengawasan perlu dilakukan beberapa beberapa tahap antara
lain;

Menentukan agenda pengawasan terhadap APBD
Merumuskan metodologi pengawasan

Menjalin jaringan denganj instans terkait dan allans strategis
Pelaksanaan pengawasan

Penyusunan laporan
Menindaklanjuti hasil pengawasan (Wasistiono, 2009:159-160)

o~ E

Sedangkan  bidang dari Komisi |V antara lain bidang tata ruang dan
insfrastruktur meliputi™ . Perencanaan, tata ruang wilayah, insfrastruktur,
perumahan dan pemukiman, lingkungan hidup, perhubungan telekomunikasi dan
informatika, pekerjaan umum, pengel olaan data serta perlengkapan.

Sedangkan tugas komisi antaralain :
1. Mengupayakan terlaksananya kewagjiban daerah sesua dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah d

anrancangan keputusan DPRD



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

70

3. Meakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan
APBD sesua dengan ruang lingkup tugas komisi

4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian

Nng kekuasaan

modern dimulai sgjak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat
pada akhir abad ke-18.

Pada pertengahan abad ke-20 dalam perdebatan mengenai arti demokrasi
muncul tiga pendekatan umum. Sebagal suatu bentuk pemerintahan, demokrasi

telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang

dilayani oleh pemerintah dan prosedur untuk membentuk pemerintahan.
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Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, corak
pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat.
Sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani
rakyat untuk mencapal keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Layaknya sebuah sistem, demokrasi juga mempunya konsep, ciri-ciri,
model dan mekanisme sendiri..Yang mana:semuanya itu merupakan satu kesatuan
yang dapat menjelaskan arti, maksud dan praktek sistem demokras.

Konsgp demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan rakyat,
dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara. Sehingga
tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-
besarnya kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata
merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk orangorang tertentu
sgja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang
salah arah. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari
ungkapan bahwa demokras adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat (goverment of the people, by .the people for the people).

Sistem pemerintahan *“darl. rakyat”..(goverment of the people) adalah
bahwa suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berasal dari rakyat dan para
pelaksana pemerintahan dipilih dari dan oleh rakyat melalui suatu pemilihan
umum.

Dalam hal ini, dengan adanya pemerintahan yang dipilih oleh dari rakyat
tersebut terbentuk suatu legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan yang

bersangkutan. Sistem pemerintahan “oleh rakyat” (goverment by the people), yang
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dimaksudkan adalah bahwa suaatu pemerintahan dijalankan atas nama rakyat,
bukan atas nama pribadi atau atas nama dorongan pribadi para €elit pemegang
kekuasaan.

Selain itu,.pemerintahan.“oleh rakyat”.juga mempunyai arti bahwa setiap
pembuatan dan perubahan UUD dan undang-undang juga dilakukan oleh rakyat
baik dilakukan secara langsung«(misainya /melalui sistem referendum), ataupun
melalui wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen yang sebelumnya telah dipilih
oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Konotas lain dari suatu pemerintahan
“oleh rakyat” adalah bahwa rakyat mempunyai kewenangan untuk mengawasi
pemerintah, baik dilakukan secara langsung seperti melalui pendapat dalam ruang
publik (public.sphere) semisal oleh pers, ataupun diawasi secara tidak |angsung
yakni diawasi oleh parawakil-wakil rakyat di parlemen.

Sementara itu, yang . dimaksud dengan pemerintah “untuk rakyat”
(goverment for the people) adalah bahwa setiap kebijaksanaan dan tindakan yang
diambil oleh pemerintah haruslah bermuara kepada kepentingan rakyat banyak,
bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu sagja.
Sehingga, kesgjahteraan rakyat, keadilan, dan ketertiban masyarakat haruslah

selalu menjadi tujuan utama dari setiap tindakan atau kebijaksanaan pemerintah.

2.1.12.Badan Kehormatan DPRD
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 DPRD dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya, dilengkapi dengan beberapa aat

kelengkapan yang terdiri dari :
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Pimpinan;

Komisi;

Badan musyawarah;

Badan pembuatan perda kabupaten/kota
Panitia anggaran;

Badan kehormatan;

Alat kelengkapan lain yang di perlukan;®*

NogbkhwdpE

Sgjadan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 alat kelengkapan
DPRD juga di jelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, aat kelengkapan itu diantaranya;

Pimpinan DPRD

Badan musyawarah;

Komisi;

Bapemperda;

Badan anggaran;

Badan kehormatan; dan

Alat kel engkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat
paripurna.®®

NoogbkrwbdpE

Dalam menjalankan tugasnya, alat ke engkapan dibantu oleh sekretariat
dan dapat dibantu oleh tim pakar atau tim ahli. Ketentuan mengenal tata cara
pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang aat kelengkapan DPRD
kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Adapun Tugas Badan Kehormatan dalam menjalankan perannya tersebut
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni :

1. Mengamati, mengevaluas disiplin, etika dan mora para Anggota

DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan
kode etik DPRD;

2. Mendliti dengan Pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap
peraturan tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah/janji;

%4Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 163
%5Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Pasal 31
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3. Meakukan Penyelidikan, verifikas dan klarifikas atas pengaduan
Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;

4. Menyampaikan kesimpulan atas hasil Penyelidikan, Verifikas dan
Klarifikas rekomendas untuk ditindaklanjuti oleh DPRD pada Rapat
Paripurna DPRD.

Untuk _Melaksanakan -+ Tugasnya - sebagaimana . dimaksud Badan
Kehormatan Berwewenang :

1. Memanggil anggota DPRD:yang diduga melakukan pelanggaran kode
etik dan/ atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan
kelarifikasi atau pengaduan pelanggaran yang dilakukan.

2. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/ atau pihak-pihak lain yang
terkait, termasuk untuk memintan dokumen atau bukti lain.

3. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar
kode etik dan/ atau peraturan tata tertib.

Da am melaksanakan: wewenang,tugas dankewajibannya, anggota DPRD
wajib menaati kode etik DPRD yang di atur dalam Peraturan Tata Tertib. Dimana
kode etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja
anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik tersebut meliputi
norma-norma atau aturan-aturan.yang. merupakan kesatuan landasan Etik atau
Filosopidengan peraturan sikap, perilaku,tata kerjatata hubungan antar Lembaga
Pemerintahan Daerah dan antar anggota serta antara Anggota DPRD dengan pihak
lain mengenai hal-ha yang diwgjibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh
anggota DPRD.

Keberadaan BK-DPRD ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan

dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,mengingat banyak
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anggota dewan (DPRD) setelah terpilih menjadi anggota legidatif, bekerja
seenaknya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya,
misalnya jarang berdinas sebagai anggota Dewan dan jarang menghadiri sidang
atau rapat-rapat, padahal masalah _yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan
dengan_kepentingan rakyat. Dari realitas yang ada tak jarang anggota legislatif
tersebut ‘masuk kantor hanya. sekadar /mengis absen dan pergi lagi untuk
melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain. Keadaan ini tentu sga akan
merusak citralembaga legislatif di mata publik.

Fungs Badan Kehormatan DPR menjadi penting sebagai penegakan Kode
Etik Anggota DPRD sesua dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah. Pentingnya Fungs Badan Kehormatan DPR
menjadi dasar dilakukan penelitian yang bertumpuh pada masalah bagamana
fungs badan kehormatan terhadap penegakan, kode etik dalam meningkatkan
pertanggungjawaban Anggota DPRD.

Selanjutnya dalam peningkatan pertanggung jawaban tidak terlepas dari
yang namanya Disiplin, kedisiplinan anggota DPRD perlu ditegakkan untuk
memaksimalkan pelaksanan tugas selaku wakil rakyat. "Karena tanpa disiplin
kemungkinan sulit untuk mencapai hasil maksimal dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pengemban amanah rakyat,"

Disiplin  menurut Hasibuan adalah suatu sikap menghormati dan
menghargai suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak
tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak menolak untuk menerima sanksi-

sanksi apabila dia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.
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Saat ini peran Badan Kehormatan kembali dipertanyakan, terutama stelah
banyak anggota Dewan dalam berbagai kasus, akibatnya, terjadi krisis moral
maupun integritas yang kian parah dalam lembaga tersebutmapun perwakilan itu.
Oleh karena itulah kiranya perlu.dikaji bagaimana wewenang Badan Kehormatan
DPRD kendala-kendala dan upaya Badan Kehormatan sebagai alat Kelengkapan
DPRD dalam rangka menjaga imartabat dan kehormatan sesual dengan kode etik

DPRD.

2.2  Kerangka Pemikiran

Dinamika demokras di Indonesia telah mendorong perubahan dan
perkembangan sistem Pemerintahan Daerah. Masyarakat semakin kritis terhadap
pelaksanaan dan kebijakan-kebijakan pemerintah  yang dirasakan tidak
mencerminkan keadilan serta keberpihakan kepada mereka. Sebagai rakyat yang
telah memilih wakil-wakilnya untuk menjadi anggota DPRD. pada saat pemilihan
umum tentu banyak menaruh harapan agar anggota DPRD yang terpilih mampu
memperjuangkan aspirasinya. Adalah hal yang patut apabila masyarakat banyak
menuntut dan menyuarakan aspirasinya kepada lembaga legidatif (DPRD) agar
dapat berperan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembangunan.
[tulah pula mengapa pemerintah mengakomodir kehendak masyarakat tersebut
dalam bentuk perubahan peraturan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pelaksanaan otonomi daerah seperti undang-undang tentang Pemerintahan
Daerah, agar DPRD benar benar dapat memerankan fungsinya secara maksimal..

Hal tersebut merupakan suatu konsekwens logis karena negara dibentuk
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berdasarkan suatu prinsif demokrasi sebaga mana formulasi yang terkenal dari

Abraham Lincoln disebut “The Gettysburg Formula “ yakni “Government Of The

People, For The People “ (Pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat).

menjawab kebutuhan

nnaneY 5 s
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Gambar 11.1 Kerangkan Pemikiran Penelitian Peranan Badan Kehormatan
Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu
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oleh pemerintahan da Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
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Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-
undang dasar NKRI tahun 1945.%

3) DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang kepala
daerahnya tidak bertanggung jawab kepada DPRD akan tetapi kepada
pemerintah  (Gubernur kepada Presiden melaui mendagri  dan
Bupati/Walikota kepada mentri: dalam negri melalui gubernur).®’

4) '« Pemerintah “adalah organ yang berwenanng memproses pelayanan
publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang
yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota
masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang
diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

5) Pemerintahan yaitu organisasi yang mana diletakkan hak untuk
melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi, sedangkan
pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atau badan
tertinggi yang memerintah suatu negara.

6) Badan Kehormatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Badan

Kehormatan dari DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk Melaksanakan Tugasnya sebagaimana dimaksud Badan

Kehormatan Berwewenang :

% Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (dalam
Rahyunir Rauf, 2016. Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan
Daerah), Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru Riau. HIm. 140

7 Rahyunir Rauf, 2016. Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan
Daerah), Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru Riau. HIm.6
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a. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran

kode etik dan/ atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan

kelarifikas atau pengaduan pelanggaran yang dilakukan.

ISJ9AIU
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Sub Indikator
4
Peranan

“sesuatu  perilaku a. Membahas
dilaksanakan dan
seseorang yang menempati yang di | menyepakati
suatu  posis  dalam | beriken  oleh | 4ran
masyarakat. Peranan | Disiplin ﬁggg%ik b. Memberikan
adalah memandang konsep | Anggota karena Masukan
sebagai perkiraan tentang | Dewan kedudukannya
yang diharapan  dari | Perwakilan didalam
seseorang dalam posisi | Rakyat kelompok
tertentu  yang  lebih | Daerah sebagal
dikaitkan dengan sifat-sifat | Kabupaten ﬁ‘ggﬁ) )
pibadi individu itu dari | Rokan Hulu %pertip ’
pada dengan posisinya pengurus,
Ada dua hal yang jelas
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termasuk dalam peranan
dan bukan posisinya yaitu

tanggung
(responsibility)

otoritas (  authori

( Rauf, 2005 : 16

‘\\\\\\\\\“\““

N

jawab

dan

kelompok
yang bersifat
pasif, dimana
anggota
kelompok
menahan dari
agar
memberikan
kesempatan
kepada
fungsi-fungsi
lain dalam
kelompok

a. memberikan
surat
peringatan

b.memproses
atau menindak
lanjuti
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% Loc. Cit, Soekanto, 2001. Sosiologi sebagai pengantar, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,

him.243
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3.3 Informan

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan
informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000 :
97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang

akan diteliti. Berikut Informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini :

83
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Tabel 3.1
Informan
No. Unit Analisis Jumlah
Informan
1. | KetuaB atan 1
(M.
2.
| - RETAS ISLApy 5
4.
(
(
5 4 él Hi 40
J .‘_ ‘_:-. i '- -:-_—_* 46
Sumber : O lis, 2019 -k
34  Jenis er 0
Penelit g‘ R I data yang telah
diolah akan m I a, data yang sering
o, L]
digunakan didalam ata sekunder.®®
1. Dataprimer

Data primer adalah dat yang dikumpulkan oleh pendliti untuk
menjawab masalah penelitiannya secara khusus, data ini langsung
ditemukan oleh peneliti ketika melakukan penelitian dimana hasilnya
lebih akurat dan terpercaya, data ini diperoleh melaui wawancara

yang bersumber dari informan penelitian.

%Victorianus Aries Siswanto, 2012, Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian, Y ogyakarta, Graha
IImu.hlm. 53
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2. Datasekunder

Data sekunder lawan dari data primer yaitu data yang diperoleh secara

tidak langsung dari informan atau data yang didapat melalui orang

mengetahui keberadaan objek, situasi,konteks dan maknanya dalam
upaya mengumpulkan data penelitian. Pengertian obeservas yang
lebih sempit ini adalah mengamati (watching) dan mendengar

(listening) perilaku seorang selama beberapa waktun tampa
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melakukan manipulasi atau pengendalian atau memenuhi syarat untuk
di gunakan kedalam tingkat penafsiran analisis.”

2. Teknik Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai topik
penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada
informan yang telah ditentukan, Wawancara yang digunakan peneliti
dengan menggunakan pedoman wawancara yang spesifik dan
terstruktur.Wawancara terfokus digunakan untuk tujuan memperoleh
deta atau opini dari responden yang bersifat khusus, seperti masal ah-
masalah yang sangat pribadi atau rahasia.\Wawancara bebas dilakukan
oleh peneliti dengan tidak menggunakan panduan khusus.

3. Dokumentasi/Studi Pustaka

Metode dokumentasi/Studi Pustaka adalah mencari data mengenai
hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,
majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.”* Dengan
demikian® yang digunakan sebagai bahan Dokumentas dalam
penelitian ini berupa.setiap bahan tertulis seperti buku, surat kabar,
majalah, leteratur-leteratur lain yang memiliki keterkaitan dengan
permasalahan yang diteliti. ataupun foto-foto dan film sekaligus
dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data
yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk

meramal kan suatu kejadian.

0 James & Dean, 1992.Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif , HIm.286)
IArikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta, Rineka
CiptaHIm 274.
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3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur wawancara dan catatan

yang diperoleh di lapangan serta bahan- bahan lain yang telah dihimpun sehingga
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

Tapung, Sungai Dantau, Sungai Ngaso, Sungai Batang Lubuh, Sungai Batang

Sosa, Sungai Batang Kumu, Sungai Duo (Langkut), dil.

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu adalah 568.576 Jiwa. Mayoritas
penduduk asli Kabupaten Rokan Hulu adalah termasuk salah satu bagian dari
Rumpun Minangkabau. Menurut sgjarahnya, dahulu Daerah Rokan Hulu disebut

Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan

89
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orang-orang Minangkabau pada masa lalu (Rantau nan Tigo Jurai). Pada masa itu
diistilahkan sebagai Rantau Nan Tigo Kabuang Aie yakni Rantau Timur Minang
Kabau disekitar Kampar dan Kuantan sekarang. Daerah-daerah tersebut melipuiti
daerah aur sungairmenuju hilir.dan sungai-sungai besar yang mengalir kepesisir
timur. Diantaranya adalah sungal Rokan, Kampar dan Indragiri (Kuantan), yang
kini kesemuanya masuk untuk .melihat peran BK_ Provinsi Riau.

Masyarakat Rokan Hulu menggunakan adai-istiadat dan bahasa Melayu.
Utamanya mirip dengan daerah Rao dan Pasaman di Provinsi Sumatra Barat
dengan Persukuan, Molayu/melayu, Kandang Kopuah, Bonuo, Ampu, Pungkuik,
Moniliang/ Mandailing, Kuti, Caniago, Piliang, Domo, Potopang/Petopang, Maih,
Soborang, Anak Rgjo-rgjo, Nan Soatuih, Nan Limo Puluh, Melayu Tigo Induk,
Molayu Bosa, Bono Ampu, Molayu ompek Induk, Molayu Pokomo, Piliang
Kecil, Domo Kecil, MolayuKecil, Molayu Bawah, Molayu Bukik, Aliantan, Suku
Tengku Panglimo Bosa, Suku Mahargo Rokan, Suku. Tengku Bosa, Suku
Mahargjo, dan Bendang.

Pada abad X1V Masehi disalah satu daerah diprovins Riau yakni Rokan
terdapat 2 (dua) kergjaan besar, yakni kergjaan Kunto Darusuntuk melihat peran
BK yang berpusat di Kota Lama dan Kergjaan Rokan yang berpusat di Koto
Sembahyang Tinggi. Kergjaan ini berkuasa pada wilayah yang dilalui sebuah
sungai yang mengalir disepanjang kerajaan tersebut, yaitu Sungai Rokan 1V Koto.

Sungai Rokan adalah salah satu sungai besar di Riau yang bermuara ke
Selat Malaka. Sungai ini merupakan urat nadi perhubungan rakyat antara daerah

pantai dan peuntuk menampung aspiras masyarakat an. Wilayah Sungai Rokan
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atau dikenal dengan Rokan Kiri terdapat beberapa kampong, salah satunya adalah
Rokan.

Adat istiadat yang berlaku di Rokan IV Koto berasal dari Andiko 44 yang

Datuk Ajo Dibalai.

: o 2 =
Andiko.4 ; Qh}.“‘ .@

-
.
o
Y’
4/

Kerapatan Adat, dan untuk daerah Rambah Samo dipimpin oleh seorang Datuk
Bendahara. Rambah Samo terdapat 5 suku yakni Melayu Godang, Caniago,
Meniliang Godang, Melayu Tongah dan Meniliang Tongah. Setiap suku dipimpin
oleh 2 orang Datuk Adat yang disebut sebaga Mamak Pisoko. Untuk melihat

peran BK kehidupan sehari-hari adat istiadat yang dipaka adalah Adat bersandi
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Syara’, Syara’ bersandikan kitabullah; artinya kebiasaan Adat diuji dengan Kitab
Suci Umat Islam tidak dipakai lagi.

Kabupaten Rokan Hulu, merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran
Kabupaten Kampar, yang berdiri_pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan
kepada UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003 tentang perubahan
UU RI No 53 tahun 1999,.yang: diperkuat .dengan Keputusan Mahkamah
Konstitusi No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004.

Kabupaten yang diberi julukan sebagai Negeri Seribu Suluk ini
mempunyai penduduk sebanyak 515.724 jiwa dengan luas wilayah 7.449,85 km2,
dimana 85% terdiri dari dataran dan 15% rawa-rawa dan perairan.

Kabupaten yang mempunyai bukti sgjarah perjuangan berupa Benteng
Tujuh Lapis yang melahirkan seorang Pahlawan Nasional Tuanku Tambusal ini,
telah dipimpin oleh 3 orang putraterbaik daerah ini, yaitu : H-Nurhasyim, SH (PIt
tahun 1999), DrsH.Achmad (Plt tahun 2000), H.Ramlan Zas, SH.MH dan
Drs.H.Auni M Noor tahun 2001 — 2006 dan Drs. H. Achmad, M.Si. (Bupati
Devenitif) dan H. Sukiman (Wakil Bupati Devenitif) tahun 2006 - 2011 yang
merupakan pilihan rakyat dan Drs. H. Achmad, M.Si. dan Ir. H. Hafizh Syukri,
MM tahun 2011-2016 yang merupakan Bupati Pilihan Rakyat untuk periode ke-2.

Untuk melihat peran BK perjalannya sebagai sebuah kabupaten, maka
daerah yang mempunyai iklim tropis dengan temperatur 22-31 dergjad celcius dan
dengan ketinggian 70-86 M dari permukaan laut ini, mempunyai pertumbuhan

ekonomi selama 5 tahun terakhir rata-rata 6,46% pertahun, dengan mata
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pencaharian penduduk bergerak pada bidang pertanian 52, 42%, bidang Industri
11,49 %, bidang perdagangan 7,14% dan sektor lain sebesar 28,95%.

Kabupaten Rokan Hulu berada pada ketinggian 70-86 Meter dari

Payung berlagjur akna Kabupaten Rokan Hulu terdiri
lima luhak yang memiliki adat istiadat yang mesti dilindungi oleh
PEMKAB Rokan Hulu.

2. Keris memiliki makna semangat juang untuk mencapai cita-cita
pembangunan demi tujuan prospek masa depan.

3. Bintang memiliki makna, masyarakat Rokan Hulu berpegang teguh

pada ajaran agama.
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4, Dua belas butir padi, bunga dan sembilan gundukan bukit dengan

sembilan bayangan memiliki makna Kabupaten Rokan Hulu yang

makmur, sgjahtera dan bersahabat yang berdiri tanggal 12 Oktober

4.2

Sesuai dengan subjek penelitian yang dijadikan Informan penelitian yakni
Ketua Badan Kehormatan (M. Sahril Topan, ST), Wakil Ketua Badan
Kehormatan (Yulikah, SE., MM), Sekretaris Bukan Anggota (Drs. Budhia
Kasino) Anggota Badan Kehormatan (Wahyuni, S. Sos., M. Si), (Winarto, SE)

(Mazril). 4 Komisi DPRD  Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah 46 Informan..
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Berikut ini dideskripsikan identitas responden menurut kelompok jenis
kelamin, tingakatan umur dan pendidikan terahir responden.

4.2.1 Responden Berdasarkan JenisKelamin

Untuk kelengkapan data, maka untuk  melihat. peran BK identitas
responden dicantumkan jenis kelamin dari responden. Untuk melihat identitas
responden berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1V.2 Distribus _identitas responden berdasarkan jenis kelamin

Penelitian Tentang Peranan Badan Kehormatan Untuk

Melihat peran BK Menegakkan Disiplin Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu

No JenisKelamin Jumlah Per sentase (%)
1 | Laki-laki 40 87%
2 Perempuan 6 13%
Jumlah 46 100%

Sumber: Olahan data Penelitian, 2019
Dari tabel 1V.2 tersebut secara keseluruhan terlihat bahwa jumlah responden
yeng berjenis kelamin laki-laki berjumlah 40 orang dengan persentase 87%,
sedangkan responden perempuan berjumlah 6 orang dengan persentase 13%. Dari
hasil tersebut dapat disimpulkan. bahwa responden yang mendominasi adalah

responden berjenis kelamin laki-laki.

4.2.2 Responden Menurut Tingkat Umur
Umur responden merupakan faktor pendukung dan mempengaruhi

kemampuan dan ketelitian untuk melihat peran BK bekerja serta memberikan
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penilaian secara objektif. Berikut ini adalah tabel identias responden berdasarkan

tingkatan umur.

Tabd IV.2 Dlstrlbus identitas reponden berdasarkan tingkat umur

camat untuk melihat peran BK mengkoorKomisi yang Adadi DPRD Kabupaten
Rokan Hulu ikan kegiaan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Rambah

Samo Kabupaten Rokan Hulu.



97

4.2.3 Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk melihat peran BK
kehidupan kita. Pendidikan merupakan suatu proses kehidupan untuk melihat
peran BK mengembangkan..diri tiap _individu untuk, dapat hidup dan
mel angsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang atau individu yang terdidik
itu sangat penting.

Untuk melihat peran BK pelaksanaan penelitian ini, tingatt pendidikan
responden berbeda beda satu sama lain. Pendidikan responden merupakan salah
satu kriteria yang sangat penting, karena tingkat pendidikan mempengaruhi
tingkat analisa dan penjelasan informasi untuk melihat peran BK kebutuhan
penelitian. Sehingga identitas reponden berdasarkan tingkat pendidikan
merupakan salahsatu kriteria yang wajib dipenuhi.

Tingkat pendidikan responden untuk melihat peran BK penelitian ini dapat
kitalihat dari tabel 1V.3 berikut ini:.

Tabel IV.3 Distribus identitas reponden berdasarkan tingkat Pendidikan
Penelitian’ Tentang Peranan Badan Kehormatan Untuk

Melihat peran BK Menegakkan Disiplin Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu

No Pendidikan Terakhir Jumlah Per sentase (%)

1 |SD 0 0%

2 | SMP/SLTP 0 0%

3 | SMA/SLTA 16 35%

4 | DIPLOMA 0 0%

5 | SARJANA 23 50%

6 | PASCA SARJANA 7 15%
Jumlah 46 100%

Sumber: Olahan data Pendlitian, 2019
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Dari tabel V.4 dapat dilihat bahwa reponden dengan pendidikan SD
berjumlah 0 orang yang berarti besar persentasinya adalah 0%, tingkat pendidikan
SMP/SLTP berjumlah O orang dengan persentasi 0%, tingkat pendidikan
SMA/SLTA berjumlah 16 orang.dengan persentase 35%. Untuk tingkat Diploma
berjumlah 0 orang dengan persentase 0%, tingkat sarjanal S1 berjumiah 23 orang
dengan persentase 50%, sedangkan' pada itingkat pendidikan Pasca sarjana/S2
berjumlah 7 orang dengan persentase 15 %.

Dari data tabel tersebut, kita dapat lihat bahwa tingkat pendidikan
SMA/SLTA mendominasi tingkatan pendidikan responden untuk melihat peran
BK pendlitian ini. Dan dapat dismpulkan bahwa tingkat pendidikan yang
bermacam-macam ini akan mampu menganalisa dan memberikan jawaban tentang
Peranan Badan Kehormatan Untuk Meélihat peran BK Menegakkan Disiplin

Anggota Dewan Perwakil an-Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu .

4.3  Pembahasan Hasil Penelitian

Pemerintah pada desarnya adalah sebuah sistem sosial. Unsur terkecil dari
sistem sosial adalah normanorma (norms).yang bersangkuta yang kemudian
menciptakan peran-peran (roles). Himpunan peran-peran akan membentuk sebuah
status. Himpunan dan hubungan fungsional antara status akan menciptakan
sebuah situs social.

Pandangan peran yang lebih luas bisa dilihat seperti berikut ini :

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa alokasi peran hanyalah sebuah

solusi untuk masalah yang cocok dengan kapasitas manusia dan sumber daya
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yang tersedia untuk pekerjaan atau fungs yang harus dicapai. Inilah sebabnya
mengapa akses ke peran untuk melihat peran BK sistem sosial diatur dengan
kepemilikan kualifikasi tertentu. Namun, ini bukan proses yang sepenuhnya
objektif, bahwa faktor kekuasaan, poitik, dan.kesempatan beroperasi. Peran untuk
melihat peran BK organisasl formal ditentukan oleh aturan-aturan atau perjanjian-
perjanjian yang mengikat pada instans formal, tersebut, sedangkan peran untuk
melihat peran BK organisasi informal ditentukan oleh kekuatan fisik dan bakat
yang dia miliki-

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan Peran adalah orang
yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang
diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. >

Peran dapat diartikan sebagai orientass dan konsep dari bagian yang
dimainkan oleh suatu pihak untuk melihat peran BK oposisi sosial. Dengan peran
tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berprilaku sesual
harapan orang atau lingkungannya.”®

Peran adalah proses dinamis kedudukan  (status). Apabila seseorang
melaksanakan hak dan kewsgjibannya .sesual dengan kedudukannya, dia

menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah

2 http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi menurut.html, selasa,2 mei
2017, 11:08 Wih.

Riyadi, 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam
Mewujudkan Otonomi Daerah, Jakarta, Gramedia.him.138
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untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan
karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. ™

Yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan

dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu.

Peranan mencakup tiga hal yaitu :

a. Peranan meliputi norma-norma yang. dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang untuk melihat peran‘BKr masyarakat. Peranan untuk
melihat peran BK arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan
yang membimbing seseorang untuk melihat peran BK kehidupan
bermasyarakat.

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan
oleh individu untuk melihat peran BK masyarakat sebagai organisasi.

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagal perilaku individu yang penting
bagi struktur sosial masyarakat.’®

Peran bisa dikelompokan sebagai antarpersonal, interpersonal, dan

pengambilan keputusan.

a. Peran Antarpersonal

Semua manajer diharuskan melakukan tugas-tugas terkait seremonial dan

bbersifat smbolis. Sebagal contoh, ketika rector perguruan tinggi memberikan
ijazah sarjana pada acarawisuda atau seorang pengawas pabrik menjadi pemandu
tur pabrik untuk sekelompok murid sekolah menengah, ia berperan sebagai tokoh
utama (figurehead). Semua manger memiliki peran kepemimpinan. Peran ini

mencakup perekrutan, pelatiahan, pemberian motivasi,, dan pendisiplinan

karyawan. Peran ketiga untuk melihat peran BK pengelompokan antarpersonal

7 Soekanto, Soerjono, 2009. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Edisi Baru Rajawali Pers,
him.212-213

> Loc. Cit
6 Op Cit. Levinson, 2009. him.213
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adalah peran penghubung. Mintzberg mendeskripsikan aktivitas ini sebagai
hubungan dengan individu luar yang memberikan informasi kepada manajer
tersebut. Individu luar tersebut mungkin adalah individu atau kelompok di untuk
melihat peran BKeatau di luar-organisasi. Manajer penjualan yang mendapatkan
informasi dari manajer pengedalian kualitas di perusahaannya sendiri mempunyai
kerja sama hubungan internal.. Ketika mangjer penjualan tersebut berhubungan
dengan eksekutif penjuaan lain melalui sebuah asosiasi perdagangan pemasaran,
la mempunyai suatu kerja sama hubungan eksternal.

b. Peran Informasional

Semua manajer, sampa pada tingkat tertentu, mengumpulkan informasi
dari organisasi-organisasi dan institusi luar. Biasanya, mereka mendapatkan
informasi dengan membaca majalah dan berPeran Pasif agar dapat dikatakan
berperan dengan individu lain untuk mempelaari perubahan selera masyarakat,
apa yang mungkin direncanakan olen para pesaing, dan semacamnya. Mintzberg
menyebut hal ini sebagal peran pemantau. Para mangjer juga bertindak sebagai
penyalur untuk meneruskan informasi ini kepada anggota organisasional. Hal ini
disebut sebagai peran penyebar. Selain itu,.manajer bertindak selaku juru bicara
ketika mereka mewakili organisasi di hadapan pihak luar.

c. Peran Pengambilan Keputusan

Akhirnya, Mintzberg mengidentifikaskan empat  peran terkait
pengambilan keputusan. Untuk melihat peran BK peran kewirausahaan, para
mangjer memulai dan mengawasi proyek-proyek baru yang akan meningkatkan

kerja organisas mereka. Sebagal penyelesai masalah, manger melakukan
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tindakan korektif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang tidak terduga.
Sebagai pengalokasi sumber daya, mangjer bertanggung jawab menyediakan

sumber daya manusia, fisik, dan moneter. Terakhir, manger memainkan peran

nggota kelompok

at berguna bagi

fungsi-fungsi lain untuk melihat peran BK kelompok sehingga berjalan dengan

baik.”’

™ Loc. Cit, Soekanto, 2001. Sosiologi sebagai pengantar, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
him.243
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Lebih lanjut, relevans suatu peran itu akan bergantung pada penekanan
peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan Ketua
sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan.”®

Peranan _didefinisikan-.sebagai polatingkah laku yang diharapkan
masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut
sebagal perangkat peran (role.-set)./ Dengansdemikian perangkat peran adalah
kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang
karena menduduki status-status social khusus.”

Peranan adalah kehadiran di untuk melihat peran BK menentukan suatu
proses keberlangsungan.

Peranan sebagai “sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang
menempati suatu posisi untuk melihat peran BK masyarakat.®*

Peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan
kewajiban atau disebut subyektif.8

Untuk melihat peran BK kamus bahasa Inggris, peranan (role) dimaknai
sebagal tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.®®

Pentingnya peranan ‘adalah karena.ia mengatur perilaku seseorang pada
batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan-perbuatan orang lain.

Dimana peranan mencakup 3 hal :

8 Loc. Cit, Dougherty & Pritchard tahun 1985. him.56

® Merton dalam Raho, 2007. Teori Sosiologi Modern,Jakarta, Pustaka Karya, him.67

80 Spegiman, 1990. www.landasanteori.com, (diakses 10 Mei2017)

8L Slamet Margono, 1985. Mahasiswa dalam Pembangunan, Peranan mahasiswa kuliah kerja
nyata dalam pembangunan pedesaan dan perubahan sosial, Lampung, Universitas Lampung,
him.15

82Astrid S. Susanto, 1979. Komunikasi Sosial di lindonesia , Bandung Bina cipta, him. 94

8John M. Echlos, 2000. http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi

menurut.html (diakses 10 Mei 2017)
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a. Peran meliputi norma-norma yang dibuthkan dengan posisi atau tempat
seseorang untuk melihat peran BK masyarakat. Peranan untuk melihat
peran BK arti ini merupakan rangkaian peranan yang membimbing

ihat peran BK. ke nasyarakatan.

“H “‘ .'1‘. akukan oleh
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dianalisamelalui hasil penelitian berikut ini.

84 Rauf, 2005. HIm. 17
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1.  Peran Aktif
Peran aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok karena

kedudukannya diuntuk melihat peran BK kelompok sebagai aktifitas kelompok,

=
>

5.
=
o
=
3
Q
/)
-

Q'
®

orang-orang
berperan .
atau informal

ran Sekretariat

VaNALy

S

Rokan Hulu ),

o\ \ (%

*-“I

pihak. Unuk tu Pera QQ n berperan sangat penting untuk
melihat peran BK menja .
dikatakan berperan yang dilakukan di dalan jam kerja seperti di kantor atau Peran
Pasif agar dapat dikatakan berperan yang dilakukan diluar jam kerja atau kita
sebut dengan Peran Pasif agar dapat dikatakan berperan informal.

. Berikut hasil wawancara yang diperoleh dengan Ketua Badan Kehormatan

(M. Sahril Topan, ST), padatangga 21 Me 2019, dengan pertanyaan :
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Bagaimana pendapat bapak terhadap Keberadaan Badan
Kehormatan dalam menegakkan disiplin anggota DPRD Kabupaten
Rokan Hulu ?

jawaban dari Ketua Badan Kehormatan (M. Sahril Topan, ST)

“Badan Kehormatan Sebagali salah satu alat kelengkapan
DPRD yang“diberikan Kewenanganuntuk menjaga agar setiap
anggota ~ menjalankan kewajiban, melaksanakan tugas dan
fungsinya terutama yang telah dituangkan dalam tata tertib dank
ode etik. Diantara kewajiban anggota DPRD itu adalah mengikuti
setiap agenda dan rapat-rapat baik rapat yang dilaksanakan
kantor DPRD maupun ditempat yang lain yang ditentukan oleh
DPRD namun disini yang sering menjadi permasalahan adalah
kehadiran anggota DPRD yang selalu telat dari jadwal yang
ditetapkan atau jadwal yang sudah disepakati, sementara itu sesuai
dengan ketentuan setiap rapat DPRD dapat dilaksanakan apabila
telah memenuhi.quorum, selalu-menjadi” kelemahan setiap rapat
tidak sesuai dengan ketentuan waktu bahkan terkadang ditunda
dan tidek bisa dilaksanakan karena tidak memenuhi quorum
tersebut.peran, Badan kehormatanidi perlukan ketika kondisi ini
agar menindaklanjutiy anggota yang tidak hadir dalam rapat dan
seharusnya badan kehormatan melakukan upaya bagaimana agar
setiap anggota bisa hadir dalam mengikuti rapat-rapat tersebut .
(Senin 21 Mei 2019 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Komis 2 DPRD Kabupaten

Rokan Hulu, an. Hj. Sumiartini“pada Tanggal 21 Me 2019 dengan pertanyaan

sebagai berikut :

Apakah sdama ini ada upaya yang dilakukan badan
kehormatan dalam menjalankan perannya terhadap Anggota yang
tidak menghadiri rapat-rapat tersebut ?

“Berdasarkan ketentuan yang ada dalam tata tertib bahwa

anggota DPRD dapat diberikan sanksi apabila tidak mengikuti
rapat 6 kali secara berturut-turut, maka mengacu pada ketentuan
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tersebut Badan Kehormatan sudah melakukan upaya proses seperti
pada kasus salah seorang anggota DPRD dan telah melakukan
upaya proses sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah
ditentukan namun terhadap anggota DPRD yang tidak hadir diluar
ketentuan belum pernah dilakukan upaya proses.

Jadiy'Peran aktif agar dapat dikatakan berperan itu penting.
Dan yang namanya. pertemuan.atau rapat koor Komisi yang Ada di
DPRD._Kabupaten Rokan Hulu pasti bakal melakukan Peran aktif
agar dapat dikatakan berperan . Sebagai langkah awal
peningkatan kapasitas Anggota DPRD  Kabupaten Rokan Hulu
terkait kedisiplinan | yang-ada di provins Riau sehingga Rapat
bisa sesegera ‘mungkin terlaksanatdengan baik, jika berkenaan
dengan informasi Rapat tidak mesti Jajaran Sekretariat yang
mengetahui terlebih dahulu, jika Anggota yang mengetahuinya
maka Jajaran Sekretariat juga akan segera menindak lanjuti apa
apa yang akan dikerahkan dan yang akan dipersiapkan”, kemudian
adanya upaya Peran Aktif juga di perlukan untuk menegakkan
kedisiplinan dari anggota Dewan melalui Badan Kehormatan.
(Senin 21 Mei 2019 PUKUL 10.46 W1B)

Selanjutnya Penulis masih ingin mendapatkan informasi yang berkaitan
dengan peranan BK agar kedisipilnan DPRD meningkat oleh sebab itu penulis
masih melakukan wawancara dengan Ibu Wakil Ketua Badan Kehormatan,
(Yulikah, SE., MM), dimana pertanyaannya adalah :

Menurut Bapak apakah alasan terkuat dari DPRD yang tidak
ikut dalam agenda rapat yang telah ditetapkan atau disepakati ?

Sebagaimana yang dkatakan oleh ‘lbu Wakil Ketua Badan Kehormatan,
(Yulikah, SE., MM) Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada Tanggal 21 Mei
2019 sebagai berikut :

“sejauh ini yang saya lihat, sebagian anggota DPRD yang
tidak hadir rapat adalah dengan alasan terkuat kepada jadwal
yang bentrok atau jadwal yang bersamaan, dengan kegiatan lain
sehingga dalam waktu yang bersamaan alasannya ada urusan
penting yang tidak dapat ditinggalkan, dan yang selalu terjadi
adalah berbentrokan jadwal rapat di DPRD dengan kegiatan

partai, karna bagaimanapun alasan terkuat ketika terjadi hal
tersebut anggota DPRD masih lebih mengutamakan kegiatan
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partai, sebab apabila tidak diikuti kegiatan partai akan berdampak
kepada anggota-anggota yang ber sangkutan.

upaya Peran Aktif berupa Peran aktif agar dapat dikatakan
berperan tetap berjalan dengan baik Menindak lanjuti
Kedisiplinan Anggota DPRD . kendalanya berkaitan dengan Peran

gktif dapat dikatakan berperan.’*(\WWawancar a pada Selasa,
gan peran
Badan Kehor bbb 'sul%ﬁfql' itu penulis
masih mel (Drs. Budhia
Kasino), sama dimana
pertanyaan '
aﬁfh yang jalankan tugas
eho . ok —

Sebag g dk J)h atan (Wahyuni,
S.Sos, M. S . (Mazril) pada- i 2019 dengan

jawaban yang :

badan kehormatan

ter a dihadapi diantaranya
adalah i kan pada pertimbangan
sesama  an tent I rumit untuk memberikan
tindakan, hal i soalan rasa dan hati, sehingga

bagaimanapun sulit untuk melakukan ketegasan dalam
menjalankan tugas tersebut maka yang selalu dikedepankan adalah
pendekatan persuasive agar secara bersama-sama untuk
menjalankan kewajiban sebagai anggota DPRD. ’(Wawancara
pada Selasa, 21 Mei 2019).

Masih untuk mendapatkan informasi mengenai Kedisiplinan DPRD dan dari
berperan atau tidak berperannya BK untuk melihat peran BK hal Peran aktif

agar dapat dikatakan berperan yang dilakukan penulis mencoba menguraikan
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hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan dengan Hardi Candra selaku Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 22 Mei 2019, dengan
pertanyaan :
Apa saran bapak terhadap BK dimana akan datang ?
Adapun jawaban dari Anggota DPRD  Kabupaten Rokan Hulu yang bisa
penulis rangkum untuk melihat, peran BK bentuk. wawancara sebagai berikut :
“Dari pandangan saya, yang per|u saya sarankan kepada BK
diantaranya adalah agar bisa melakukan tugas dan berdasarkan
merid system tidak sekedar berdasarkan kedekatan atau spoil
system tidak sekedar pendekatan persuasive saja kepada individu
bersangkutan, harus lebih indisipliner anggota DPRD terutama
terkait hal kehadiran dalam rapat. Karna secara mekanisme sudah
sangat jelas dicantumkan dalam peraturan tata tertib namun
bagaimana mencari metode yang tepat dan pas agar tuga BK
dilaksanakan dan anggota DPRD vyang diprosespun tidak
menimbulkan kenilik horizontal.”” (Wawancara pada Selasa, 22
Me 2019 ).

Masih untuk mendapatkan finformas “mengenal Peran Aktif  untuk
menegakkan kedisiplinan anggota Dewan hal Peran aktif agar dapat dikatakan
berperan penulis mencoba menguraikan hasil wawancara yang diperoleh dari
lapangan dengan 4 Komisi.DPRD = Kabupaien Rokan Hulu DPRD  Kabupaten
Rokan Hulu padatanggal 22 Me& 2019, masth dengan pertanyaan :

Menurut Bapak apakah BK ini perannya sangat diperlukan
dan bagaimana keberadaan BK dalam menjalankan tugasnya ?
Adapun jawaban dari Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang bisa

penulis rangkum untuk peran BK dalam ha kedisiplinan bentuk wawancara

sebagai berikut :
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“BK sangat diperlukan sebagai alat kelengkapan dewan, yang
berwenang untuk menindak lanjuti anggota DPRD yang tidak
menjalankan kewajiban, tugas dan fungsi sesuai dengan yang
dituangkan dalam peraturan dan tata tertib dank ode etik anggotoa
DPRD.

Disisi, lain keberadaan BK diharapkan mampu membuat
anggota DPRD mel aksanakan.tugas dan fungsi nya secara optimal,
karena DPRD kahupaten/kota, tidak memiliki hubungan hierarkis
dengan DPRD prov, dan DPR RI, maka keetika ada anggota
DPRD kabupaten atau kota yang melanggar peruran tata tertib
maupun kode etik; maka yang ekan menyelesaikannya adalah BK
yang begitulah”BK diperlukan.” (Wawancara pada Selasa, 22
Me 2019).

Selanjutnya untuk memperkuat dan mencocokkan antara jawaban Komisi
yang Ada di DPRD Kabupaten Rokan Hulu dengan BK maka penulis merasa
perlu untuk melakukan wawancara kembali agar dapat dikatakan berperan |,
dimana penulis: melakukan wawancara pada.tanggel 22 Mel 2019 dengan
pertanyaan sebagal berikut :

Bagaimana BK dalam menjalankan Tugas tersebut ?
Adapun jawaban dari Anggota yang bisa penulis rangkum untuk melihat

peran BK bentuk wawancara juga sebagal berikut :
“menurut. saya Badan Kehermatan belum melaksanakan
tugasnya secara optimal, karna kendalanya menghadapi sesame
DPRD yang melakukan pelanggaran baik tata tertib dank ode etik,
masih ada perasaan Segan, sungkan dan sebagainya karna
berkaitan sanksi yang akan diberikan ”” (Wawancar a pada Selasa,
22 Me 2019).

Selanjutnya untuk memperkuat dan mencocokkan antara jawaban Komisi

yang Ada di DPRD Kabupaten Rokan Hulu dengan anggota dewan maka penulis

merasa perlu untuk melakukan wawancara kembali terkait hal Peran aktif agar
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dapat dikatakan berperan , dimana penulis melakukan wawancara pada tanggal 22
Mei 2019 dengan pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana sifat dan posisi BK dalam melaksanakan tuganya

sebagal Badan Kehormatan 2
Adapun jawa ban dari angggota dewan yang bisa penulis rangkum untuk
melihat peran BK bentuk hasil- wawancara juga sebagai berikut :

“walau bagaimanapun juga ketika anggota BK sebagai
representas dari fraksi, yang scharusnya mereka bukan lagi
perwakilan fraksi, tapi sudah sebagai perwakilan anggota DPRD,
secara keseluruhan yang diberikan amanat dan tugas, untuk
menjalankan fungsi BK tersebut »* (Wawancar a pada Selasa, 22
Mei 2019).

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat untuk
melihat peran BK kategori ataupun indikator Peran Aktif untuk melihat peran
BK pembinaan'/Anggota DPRD  Kabupaten Rokan Hulu wntuk melihat peran
BK melaksanakan Perannya menanggulangi korban Rapat sejauh ini berupaya
melakukan Peran aktif = agar dapat dikatakan berperan. dan dinilai masih sangat
minim dimana belum terjadinya hubungan yang harmonis antara Anggota dengan
atasan dan atasan dengan Anggota namun:sudah dilaksanakan akan tetapi belum
secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya Peran aktif — agar dapat
dikatakan berperan yang baik sehingga pemberdayaan guna meningkatkan
kualitas dari Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dapat terlaksana dengan
baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observas

tersebut dan Dari pemaparan Bapak hasil wawancara dengan Ketua Komisi yang
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Ada di DPRD Kabupaten Rokan Hulu Provins Riau tersebut, penulis
menganalisa bahwa Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sudah cukup

r Peran Pasif ,

penggunaa f manus [ ncay 3N individu maupun

organisasi

Berik - N de ] lan Kehormatan

iggota DPRD K abupaten

-
<o
> (M. Sahril Topan, ST)

“Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan
DPRD yang diberikan Kewenangan untuk menjaga agar setiap
anggota  menjalankan kewajiban, melaksanakan tugas dan
fungsinya terutama yang telah dituangkan dalam tata tertib dank
ode etik. Diantara kewajiban anggota DPRD itu adalah mengikuti
setiap agenda dan rapat-rapat baik rapat yang dilaksanakan
kantor DPRD maupun ditempat yang lain yang ditentukan oleh
DPRD namun disini yang sering menjadi permasalahan adalah
kehadiran anggota DPRD yang selalu telat dari jadwal yang
ditetapkan atau jadwal yang sudah disepakati, sementara itu sesuai
dengan ketentuan setiap rapat DPRD dapat dilaksanakan apabila
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telah memenuhi quorum, selalu menjadi kelemahan setiap rapat
tidak sesuai dengan ketentuan waktu bahkan terkadang ditunda
dan tidak bisa dilaksanakan karena tidak memenuhi quorum
tersebut.peran Badan kehormatan di perlukan ketika kondisi ini
agar menindaklanjuti anggota yang tidak hadir dalam rapat dan
seharusnya badan kehormatan melakukan upaya bagaimana agar
setiap anggota bisa hadir dalam mengikuti rapat-rapat tersebut .
(Senin 21 Mei 2019 PUKUL 10.46 WiB)

Sebagaimana yang dkatakan oleh ‘Keiua. Komis yang Ada di DPRD
Kabupaten Rokan Hulu Provins Riau pada Tanggal 21 Mé™ 2019 dengan
pertanyaan sebagal berikut :

Apakah sdlama ini ada upaya yang dilakukan badan
kehormatan dalam menjalankan perannya terhadap Anggota yang
tidak menghadiri rapat-rapat tersebut ?

“Berdasarkan ketentuan yang ada dalam tata tertib bahwa
anggota DPRD dapat diberikan sanksi apabila tidak mengikuti
rapat 6 kali secara berturut-turut, /maka mengacu pada ketentuan
tersebut Badan Kehormatan sudah melakukan upaya proses seperti
pada kasus salah seorang anggota DPRD. dan telah melakukan
upaya proses sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah
ditentukan namun terhadap anggota DPRD yang tidak hadir diluar
ketentuan belum pernah dilakukan upaya proses.

Jadi, Peran Pasif agar dapat dikatakan berperan itu penting.
Dan yang namanya pertemuan atau rapat koorKomis yang Ada di
DPRD Kabupaten Rokan.Hulu pasti bakal melakukan Peran
Pasif agar dapat dikatakan berperan . Sebagai langkah awal
peningkatan kapasitas Anggota DPRD  Kabupaten Rokan Hulu
terkait kedisiplinan yang ada di provins Riau sehingga Rapat
bisa sesegera mungkin terlaksana dengan baik, jika berkenaan
dengan informas Rapat tidak mesti Jajaran Sekretariat yang
mengetahui terlebih dahulu, jika Anggota yang mengetahuinya
maka Jajaran Sekretariat juga akan segera menindak lanjuti apa
apa yang akan dikerahkan dan yang akan dipersiapkan”, kemudian
adanya upaya Peran Aktif juga di perlukan untuk menegakkan
kedisiplinan dari anggota Dewan melalui Badan Kehormatan.
(Senin 21 Mei 2019 PUKUL 10.46 WIB)
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Selanjutnya Penulis masih ingin mendapatkan informasi yang berkaitan
dengan peranan BK agar kedisipilnan DPRD meningkat oleh sebab itu penulis
masih melakukan wawancara dengan Ibu Wakil Ketua Badan Kehormatan,
(Yulikah, SE., MM), dimana pertanyaannya adalah :

Menurut Ibu apakah aasan terkuat dari DPRD yang tidak ikut
dalam agenda rapat yang telah ditetapkan atau disepakati ?

Sebagaimana yang dkatakan oleh Ibu Wakil Ketua Badan Kehormatan,
(Yulikah, SE., MM) Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada Tanggal 21 Mel

2019 sebagal berikut :

*“sejauh Inl yang saya lihat, sebagian anggota DPRD yang
tidak hadir rapat adalah dengan alasan terkuat kepada jadwal
yang bentrok atau jadwal yang bersamaan, dengan kegiatan lain
sehingga dalam waktu yang bersamaan alasannya ada urusan
penting yang tidak dapat ditinggalkan, dan yang selalu terjadi
adalah berbentrokan jadwal rapat di DPRD dengan kegiatan
partai, karna-bagaimanapun alasan terkuat ketika terjadi hal
tersebut anggota‘DRRD rmasih- lebih mengutamakan kegiatan
partai, sebab apabila tidak diikuti kegiatan partai akan berdampak
kepada anggota-anggota yang bersangkutan.

upaya Peran Aktif berupa Peran Pasif agar dapat dikatakan
berperan tetap berjalan dengan. baik Menindak lanjuti
Kedisiplinan Anggota DPRD . kendalanya berkaitan dengan Peran
Pasif agar dapat dikatakan berperan.”(\Wawancara pada Selasa,
21 Me 2019).

Penulis masih ingin mendapatkan informasi yang berkaitasn dengan peran
Badan Kehormatan (BK) dalam menegakkan kedisiplinan oleh sebab itu penulis
masih melakukan wawancara dengan Sekretaris Bukan Anggota (Drs. Budhia

Kasino), serta anggota badan kehormatan dengan pertanyaan yang sama dimana

pertanyaannya adalah :
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Apa hambatan-hamtan yang dihadapi dalam menjaankan tugas
Badan Kehormatan tersebut?
Sebagaimana yang dkatakan oleh Anggota Badan Kehormatan (Wahyuni,
S.Sos., M. Si), (Winarto, SE);.(Mazril) pada Tanggal 21 Me 2019 dengan
jawaban yang sama sebagal berikut :

“Dalam . menjalankan| tugas sebagai badan kehormatan
tersebut .ada "beberapa hambatan'/yang dihadapi diantaranya
adalah bahwa tugas tersebut dihadapkan pada pertimbangan
Ssesama  anggota tertentu menjadi. rumit untuk memberikan
tindakan, hal ini lebih kepersoalan rasa dan hati, sehingga
bagaimanapun sulit untuk melakukan ketegasan dalam
menjalankan tugas tersebut maka yang selalu dikedepankan adalah
pendekatan - persuasive agar = secara bersama-sama untuk
menjalankan kewajiban sebagai anggota DPRD. ”’(Wawancara
pada Selasa, 21 Mei 2019).

Masih untuk mendapatkan informasi. mengenai K edisiplinan DPRD dan dari
berperan atau tidak berperannya BK untuk melihat peran BK hal Peran Pasif
agar dapat dikatekan berperan -yang, ditekukan penulis mencoba menguraikan
hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan dengan Thamrin selaku Anggota
DPRD Kabupaten Rokan Hulu padatanggal 22 Me 2019, dengan pertanyaan :

Apasaran bapak terhadap BK dimasa akan datang ?
Adapun jawaban dari Anggota DPRD™ Kabupaten Rokan Hulu yang bisa
penulis rangkum untuk melihat peran BK bentuk wawancara sebagai berikut :
“Dari pandangan saya, yang perlu saya sarankan kepada BK
diantaranya adalah agar bisa melakukan tugas dan berdasarkan
merid system tidak sekedar berdasarkan kedekatan atau spoil
system tidak sekedar pendekatan persuasive saja kepada individu
bersangkutan, harus lebih indisipliner anggota DPRD terutama
terkait hal kehadiran dalam rapat. Karna secara mekanisme sudah
sangat jelas dicantumkan dalam peraturan tata tertib namun

bagaimana mencari metode yang tepat dan pas agar tuga BK
dilaksanakan dan anggota DPRD vyang diprosespun tidak
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menimbulkan konflik horizontal.” (Wawancara pada Selasa, 22
Me 2019).

Masih untuk mendapatkan informasi mengenai Peran Aktif  untuk
menegakkan kedisiplinan anggeta. Dewan _hal-Peran Pasif wagar dapat dikatakan
berperan penulis mencoba menguraikan hasil wawancara yang diperoleh dari
lapangan dengan 4 Komisi DRPRD T Kahupaten Rokan Hulu DPRD  Kabupaten
Rokan Hulu padatanggal 22 Mei 2019 , masih dengan pertanyaan :

Menurut Bapak apakah BK ini perannya sangat diperlukan
dan bagaimana keberadaan BK dalam menjalankan tugasnya ?

Adapun jawaban dari Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang bisa
penulis rangkum untuk  peran BK dalam ha kedisiplinan bentuk wawancara
sebagal berikut :

“BK sangat diperlukan sebagai alat kelengkapan dewan, yang
berwenang untukmenindak’:lanjuti anggota.DPRD yang tidak
menjalankan kewajiban, tugas dan fungsi sesuai dengan yang
dituangkan dalam peraturan dan tata tertib dank ode etik anggotoa
DPRD:

Disisi lain keberadaan BK diharapkan mampu membuat
anggota DPRD melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal,
karena DPRD: kabupaten/keta, tidak memiliki hubungan hierarkis
dengan DPRD prov, dan DPR RI, maka keetika ada anggota
DPRD kabupaten atau kota yang melanggar peruran tata tertib
maupun kode etik, maka yang akan menyelesaikannya adalah BK
yang begitulah BK diperlukan.” (Wawancara pada Selasa, 22
Mei 2019).

Selanjutnya untuk memperkuat dan mencocokkan antara jawaban Komisi

yang Ada di DPRD Kabupaten Rokan Hulu dengan BK, maka penulis merasa

perlu untuk melakukan wawancara kembali agar dapat dikatakan berperan ,
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dimana penulis melakukan wawancara pada tanggal 22 Me 2019 dengan

pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana BK dalam menjaankan Tugas tersebut ?

yang Adad bupaten :‘ C an maka penulis
merasa perl akuk ANCE , an Pasif agar

dapat dikate

melihat peran BK bentuk hasil wawancara juga sebagai berikut :

“walau bagaimanapun juga ketika anggota BK sebagai
representasi dari fraksi, yang seharusnya mereka bukan lagi
perwakilan fraksi, tapi sudah sebagai perwakilan anggota DPRD,
secara keseluruhan yang diberikan amanat dan tugas, untuk
menjalankan fungsi BK tersebut ” (Wawancara pada Selasa, 22
Mei 2019).
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Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat untuk
melihat peran BK kategori ataupun indikator Peran Aktif untuk melihat peran

BK pembinaan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu untuk melihat peran

tersebut, pe enganse o Drmatan  Dalam

Daerah Kabupaten

Partisipatif , dengan melakukan wawancara.Berikut hasil wawancara yang
diperoleh dengan Bapak Nono Patria Pratama, SE Ketua Komis 4 yang Ada di
DPRD Kabupaten Rokan Hulu Provins Riau, padatangga 21 Me 2019, dengan

pertanyaan :
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Bagaimanakah peran BK terhadap kasus atau pengaduan dari

anggota Dewan apakah BK berperan langsung atau hanya

menunggu pengaduan ?

‘ll CA
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Berikut ha
Kabupaten Rokan F
pertanyaan :

Menurut bapak bagaimana dengan sarana dan prasarana dan
apa yang menjadi kendala bagi BK dalam menindak lanjuti
pengaduan atau penegakan kode etik ?

Sebagaimana yang dkatakan oleh Komisi yang Ada di DPRD Kabupaten
Rokan Hulu Provinsi Riau pada Tangga 21 Me 2019 sebagai berikut :

“menurut saya kendala terbesar itu adalah fasilitas yang tidak
tersedia seperti fasilitas yang ada diruang secretariat, ruang
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sidang, perlengkapan sidang, termasuk toga yang belum tersedia,
karena keterbatasan untuk melengkapi itu semua. Sehingga
keterbatasan itu menjadi alasan juga sehingga BK belum bisa
menjalankan tugasnya secara optimal..

Sebagaimana yang dkatakan oleh \Wakil Ketua Badan Kehormatan pada
Tanggal 21 Me 2019 sebagai berikut :

“dengan jawaban yang sama, menurut saya kendala terbesar
itu adalah:fasititas yang tidak tersedia. seperti fasilitas yang ada
diruang secretariat, ruang sidang, perlengkapan sidang, termasuk
toga yang belum tersedia, karena keterbatasan untuk melengkapi
itu semua. Sehingga keterbatasan itu menjadi alasan juga sehingga
BK belum bisa menjalankan tugasnya secara optimal, yang juga
menjadi penghambat dalam melakukan pelayanan administrasi,
yang seharusnya administrasi BK itu, bisa tertata rapi dalam suatu
tempat, sehingga apabila diperlukan dokumen-dokumen, dapat di
ambil sesegera mungkin dan tidak susah untuk menemukannya,
secara umum baik absen pengaduan-pengaduan, rekapitulasi
belum ter himpun dengan baik’ (Wawancara pada Selasa, 21 Mei
2019).

Masih untuk mendapatkan-informas ‘'mengenal Peran Partisipatif penulis
mencoba menguraikan hasil wawancara yang diperoleh dari |apangan dengan
Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu - pada tanggal 22 Mei 2019 , dengan
pertanyaan :

Apakah aasan dari anggota DPRD yang tidak bisa disiplin
terutama dalam menghadiri rapat-rapat anggota ?
Adapun jawaban dari Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang bisa
penulis rangkum untuk melihat peran BK bentuk wawancara sebagai berikut :
““sebenarnya penyebab tidak hadir itu ya, karena jadwal rapat
itu seringkali berbenturan dengan jadwal rapat dari partai, maka
ketika berhadapan dengan kondis demikian, anggota masih

cenderung untuk tidak menghadiri rapat, di DPRD dan Iebih untuk
menghadiri acara partai, sebab ada konsekuens tersendiri dari
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partai apabila tidak hadir” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei
2019).

Masih untuk mendapatkan informasi mengenai Peran Partisipatif penulis

berapa  urusan
g ada urusan
ﬁ s dan moril

aga hubungan”

sesuai dengan aturan kode etik dalam penegakan disiplin anggota
Dewan ?
Adapun jawaban dari Sekretaris DPRD yang bisa penulis rangkum untuk
melihat peran BK bentuk wawancara juga sebagai berikut :
“saya selaku sekretaris yang bernama Drs. Budhia Kasino,
melihat BK, belum melaksanakan tugasnya secara optimal,

permasalahannya bukan semata-mata karena fasilitas yang tidak
tersedia, tetapi karena komitmen BK itu belum sepenuhnya
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berkomitmen, memang teradap pengaduan telah diproses dan di
respon namun hasiinya belum seperti apa yang diharapkan, kalau
dijadikan fasilitas yang tidak tersedia sebagai alasan untuk tidak
berperan namun jika berkomitmen itu jauh lebih penting, tentu
dengan kondisi apapun, BK akan bisa melaksanakan tugasnya,
kemudian:saya melihat belum ada kekempakan antara anggota BK
satu dengan anggota BK |ainnya; sehingga itu.menjadi kendala BK
dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kaena tanpa komitmen
yang tinggi maka tugas BK itu, tidak akan dapat dilaksanakan
secara optimal, secara regulass BK sudah cukup alat untuk
menjalankan tugasnya, bahkan, peraturan DPRD tentang tatacara
berbicar a:BK' pun sudah ditetapkan, untuk menjadi pedoman dasar
bagi BK dalam menjalankan tugas-tugasnya.” (Wawancara pada
Selasa, 22 Mei 2019).

Wawancara kembali dengan Wakil ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu
terkait hal Peran Partisipatif , dimana penulis melakukan wawancara pada tanggal
22 Mei 2019 dengan pertanyaan sebagal berikut :

Bagamana menurut Bapak peran dan Kinerja Badan
Kehormatan ?

Adapun jawaban dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang
bisa penulis rangkum untuk melihat peran BK bentuk wawancara juga sebagai
berikut :

“jika ditanya.peran dan.tugasnya menurut saya BK sudah
menjalankan tugasnya, dilihat dari beberapa masalah sudah
mereka respond an proses, namun disini yang lemah segi hasilnya
yang belum tampak, hasil dari tindak lanjut kasus yang diproses,
ya seperti dalam atribut atau pakaian masih banyak anggota
DPRD yang tidak memakai seragam ketika akan rapat, absensi
kehadiran yang masih bermasalah, sehingga juga selalu menjadi
kendala dalam pengambilan keputusan quorum.” (Wawancara
pada Selasa, 22 Me 2019).

Sedangkan berdasarkan hasil observas dilapangan, penulis melihat peran

BK kategori ataupun indikator Peran Partisipatif masih sangat minim dimana
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belum terjadinya hubungan yang harmonis antara Anggota dengan dengan
Anggota namun sudah dilaksanakan, akan tetapi belum secara keseluruhan, oleh

sebab itu masih perlunya Peran Pasif agar dapat dikatakan berperan yang baik

sehingga Anggote aksana dengan baik,

\
terkait ¢ ¢ Qh\“‘ .QOO
%
-t

egakkan Disiplin

ten Rokan Hulu

Keterbatasan Pengetahuan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu untuk
melihat peran BK menjalankan Peran dan Fungsi ini berkaitan dengan Peran Pasif
manusia yang ada pada Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu , dan itu terlihat
saat menjalankan tugas dan Belum sesuai dengan apa yang di selesaikan dari

kasus DPRD yang mangkir rapat dan yang dilakukan setelah pembinaan.
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Namun, untuk melihat peran BK pelaksanaan Peranan Badan Kehormatan
Dalan Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rokan Hulu, masih adaterjadi hambatan-hamabatan.

Hambatan-BK ' dalam menjalankan.tugas juga dirasa berat karna akan
berhadapan dengan teman-teman sesama anggota, bahkan pimpinan DPRD yang
apabila mereka melakukan pelanggaran kode,etik, untuk respon dan tindakan
berjalan cepat namun hasilnya dari tindakan proses tersebut belum optimal .

Badan Kehormatan DPRD kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya menghadapi beberapa hambatan, sehingga tugas dan
fungsinya tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Adapun hambatan-hambatan

tersebut adalahsebagai berikut :

1. Saranadan prasarana

Badan Kehormaian sebagai salah satu aat kelengkapan di DPRD
kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar bisa
dilaksanakan sesual dengan yang harapkan tentu harus didukung oleh
sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimaksud
adalah ruangan rapat, peralatan kerja seperti komputer, printer dan Alat
Tulis Kantor, perabotan seperti meja dan kurs serta lemari tempat
penyimpanan arsip, bahkan idealnya Badan Kehormatan seharusnya
memiliki ruang sidang yang refresentatif dengan berbagal kelengkapan,
yaitu mea sidang, pakaian toga dan palu yang dipergunakan saat
menggelar sidang terhadap permasalahan yang disampaikan kepada Badan

Kehormatan. Apabila sarana dan prasarana tersebut tidak dapat disediakan
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secara lengkap akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang
diharapkan.

Badan Kehormatan DPRD kabupaten Rokan Hulu dalam hal sarana
dan prasarana tersebut. belum tersedia sehingga dalan melaksanakan
tugasnya selama ini apabila melaksanakan rapat atau menindaklanjuti
pengaduan yang disampakan ‘kepada Badan Kehormatan hanya
menempati ruangan alat kelengkapan lain dan memakai peralatan kerja
yang bisa dimanfaatkan dengan apa adanya.

Ketua Badan Kehormatan beberapa kali telah menyampaikan
permintaan sarana dan prasarana tersebut kepada pemerintah melalui
Sekretaris DPRD, namun memang kondisi lahan kantor DPRD kabupaten
Rokan Hulu yang ada sekarang sangat sempit dan tidak memungkinkan
untuk penambahan gedung baru, sementara itu bangunan gedung baru
kantor DPRD kabupaten Rokan Hulu sampa saat ini belum dapat
dibangun.

Ketidak tersediaan sarana dan prasarana inilah yang menjadi salah
satu hambatan Badan Kehormatan BPRD kabupaten Rokan Hulu sehingga

belum bisa mel aksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

. Komitmen

Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRD kabupaten
Rokan Hulu yang diberikan tanggungjawab untuk menjaga harkat dan
martabat anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Tanggungjawab tersebut menjadi  penting dalam menyukseskan agenda
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dan kegiatan DPRD, terutama terhadap kehadiran anggota DPRD dalam
melaksanakan agenda rapat-rapat dimana setiap rapat baru bisa
dilaksanakan apabilatelah memenuhi quorum.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Badan Kehormatan
menghadapi kondisi yang sangat sulit, dimana harus menghadapi anggota
dan pimpinan DPRD. yang melanggar, Tata Tertib dan Kode Etik dan
memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Sementara itu,
hubungan emosional sesama anggota DPRD bahkan sesama anggota fraksi
tidak mudah untuk memberikan sanksi tersebui.

Idealnya walaupun fraks menunjuk  anggotanya menjadi
perwakilan sebagai anggota Badan Kehormatan, maka dalam menjalankan
tugas dan fungsinya tidak lagi mengedepankan kepentingan partai atau
fraksinya tetapi sudah_menjadi bagian .deari anggota DPRD yang akan
menjaga harkat dan martabai semua anggota DPRD. Namun
kenyataannya, masih sulit untuk melepaskan kepentingan tersebut,
sehingga menjadi kendala dalam memproeses dan memberikan sanksi
terhadap pelanggaran yang dil akukan.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dan dedikasi yang
tinggi untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi Badan Kehormatan secara
objektif tanpa melihat anggota yang melakukan pelanggaran tersebut dari
fraksi apa atau dari daerah pemilihan mana.

3. Keteladanan
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Karakter merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap
orang atau kelompok. Dengan sebuah karakter yang baik, maka seseorang
atau kelompok akan dipenuhi oleh orang-orang yang baik untuk
memajukan kelompoknya. Banyak metoda yang dapat digunakan untuk
membangun karakter seseorang agar lebih baik lagi. Salah satu metoda
yang dapat kita tergpkan ‘untuk “membangun karakter adalah dengan
keteladanan.

Keteladanan akan memberikan gambaran secara nyata bagaimana
seseorang harus bertindak. Keteladanan pula berarti kesediaan setiap orang
untuk menjadi contoh dari miniatur yang sesungguhnya dari sebuah
perilaku. Ketel adanan haruslah bermula dari diri sendiri.

Dalam peraturan Tata Tertib tidak diatur secara detil tentang
kriteria menjadi anggota Badan Kehormatan, yang diatur hanya jumlah
keanggotaan dan mekanisme pengusulan menjadi anggota Badan
Kehormatan. Sehingga dengan ketentuan tersebut tidak ada kriteria yang
harus dipenuhi . oleh frakss dalam mengusulkan anggotanya untuk
ditempatkan di Badan Kehormatan.

Badan Kehormatan seharusnya menjadi teladan bagi anggota
DPRD dalam menerapkan peraturan Tata Tertib dan Kode Etik.
Keteladanan ini menjadi penting agar dalam menjalankan tugas dan
fungsinya dapat dilaksanakan dengan bak. Ketika Badan Kehormatan
tidak disiplin, maka akan sulit baginya untuk menegakkan disiplin

terhadap anggota yang lain.
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Daam hal ini Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rokan Hulu belum

menunjukkan keteladanan, sehingga menjadi sulit baginya untuk menerapkan

kedisiplinan. Akibatnya, kedisiplinan itu tidak berjalan, rapat-rapat sering tidak
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

52 Saran
1. Agar Pemda senantiasa membangun komunikasi dengan DPRD agar
proses rapat dam sidang di DPRD bisa berjalan lancar.
2. Disarankan kepada Badan Kehormatan untuk lebih tegas dalam

menangani perkara etika dan kedisiplinan terhadap anggota DPRD.
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3. Disarankan kepada Anggota DPRD untuk lebih mentaati aturan-aturan

yang sudah ditetapkan Badan Kehormatan tersebut demi menjaga

marwah Etika dari DPRD Kabupaten Rokan Hulu juga.

iagp fraks dengan

U 1. anggota B RN
£ 1 TS o

0 danan, agar
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